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 Skripsi ini berjudul “Problematika Mendasar Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak 
Pidana Korupsi Tentang Gratifikasi (Studi Putusan Nomor 01/Pid.sus-TPK/2018/PN 
Semarang). Penelitian didasarkan pada  fenomena korupsi yang marak terjadi  merupakan 
perbuatan yang tidak bisa ditoleransi karena memliki dampak buruk bagi bangsa Indonesia. 
Pemerintah terus berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui 
perundang-undangan maupun lembaga negara dalam penerapannya yaitu Kepolisian, 
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis 
normatif mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini guna mengetahui peran penuntut umum secara lebih dalam lalu 
menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh penutut umum. Manfaat yang dapat 
diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian untuk masyarakat, mahasiswa dan 
sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum di indonesia. 





 This thesis is entitled "Fundamental Problem of Public Prosecutors in Corruption 
Crime Cases Regarding Gratification (Decision Study Number 01 / Pid.sus-TPK / 2018 / PN 
Semarang). The research is based on the phenomenon of corruption, which is rife and 
intolerable because it has a bad impact on the Indonesian nation. The government continues 
to strive to eradicate criminal acts of corruption through laws and state institutions in its 
application, namely the Police, the Attorney General's Office and the Corruption Eradication 
Commission. 
 
 The method used in this research is a normative juridical approach which refers to 
the prevailing laws and regulations. The objectives to be achieved in this study are to 
determine the role of the public prosecutor in more depth and then analyze the obstacles 
faced by the general prosecutor. The benefits that can be obtained from this research are as a 
study material for the community, students and a contribution of thought to legal science in 
Indonesia. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pengertian pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia 
dan masyarakat indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan salah satu asas 
pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan penegak hukum untuk  menjaga 
norma, keadilan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Untuk mewujudkannya 
diperlukan adanya ketegasan sikap penegak hukum dalam melakukan berbagai upaya 
pencegahan  kejahatan yang terjadi.  
Kejahatan luar biasa (extraordinary crime) adalah istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan suatu kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan 
manusia. Ada beberapa kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa seperti 
genosida (genocide), terorisme (terorism), korupsi (corruption). Di indonesia, korupsi 
merupakan ancaman bahaya bagi kepribadian bangsa yang berlandaskan pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).  
Korupsi merupakan pengambilan hak yang bukan miliknya demi kepentingan 
pribadi maupun kelompok dapat menimbulkan kerugian negara dan diklasifikasikan 
menjadi beberapa bentuk seperti korupsi terkait keuangan negara atau perekonomian 
negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan 
kepentingan dalam pengadaan lalu korupsi terkait gratifikasi. 
Dalam penerapan hukum materiil di indonesia seseorang yang dikatakan sebagai 
penegak hukum yaitu: 
 Advokat, advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang 
dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.1  
                                               







 Kepolisian, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.2 
 Jaksa, Personil kejaksaan (jaksa) baik sebagai pejabat struktural, fungsional 
maupun penuntut umum adalah penegak hukum dibawah komando jaksa agung.3 
 Hakim, kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi penegakan hukum yang 
diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.4 
 
Dengan demikian penegak hukum mempunyai tugas menjamin berfungsinya norma-
norma hukum yang berlaku sehingga menciptakan keamanan dan ketertiban. Indonesia 
adalah sebuah negara hukum sehingga segala tindakan pemerintah dan lembaga berdasarkan 
atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.5  
Kepolisian (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan 
merupakan lembaga negara yang diberikan wewenang untuk melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi Melalui Memorandum of Understanding (MoU) terhadap pengamalan 
UU No.20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 Tahun 1999. Sehubungan dengan tugas 
dan wewenangnya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan sidang pengadilan maka diperlukan adanya penuntut umum sebagai bagian 
sistem peradilan di Indonesia untuk memecahkan permasalahan yang terjadi sesuai dengan 
aturan Undang-Undang (UU), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dinamika sosial yang berkembang 
menimbulkan berbagai fenomena masyarakat berdasarkan hal itu penegak hukum sebagai 
representasi kekuasaan pemerintah ditugaskan untuk mengawasi berjalannya Undang-
Undang.       
                                               
2 Indonesia (2), Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 
2 Tahun 2002, TLN No. 4168. 
3 Indonesia (3), Undang-undang tentang Kejaksaan UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 59 Tahun 1991, TLN No. 
3451. 
4 Indonesia (4), Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 
2009, TLN No. 5076. 







Dalam proses penyelesaian perkara pidana terdiri dari beberapa tahap yaitu 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan 
putusan pengadilan.6 Berjalannya penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP dilakukan 
dengan cara:  
 Penyelidikan, serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam Undang-Undang.  
 Penyidikan, serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur Undang-Undang untuk mencari bukti sebagai petunjuk tentang 
tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. 
 Pra penuntutan dan penuntutan, tindakan penuntut umum yang memberi 
dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Penuntutan adalah 
tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan 
negeri yang berwenang supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan. 
 Pembacaan dakwaan, surat dakwaan suatu surat yang memuat suatu 
perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. 
 Eksepsi, salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan 
peradilan yang berarti penlakan atau keberatan yang disampaikan oleh 
seorang terdakwa disertai dengan alasan-alasannya. 
 Pembuktian, tahap penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan guna 
menemukan hukum yang akan diterapkan (rechtoepasing) maupun 
ditemukan (rechtvinding) dalam suatu perkara tertentu. 
 Pembacaan surat tuntutan, setelah pemeriksaan sidang pengadilan selesai, 
penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. 
  Pledoi, terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang 
dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau 
penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir. 
 Putusan hakim, pernytaan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang. 
 
Menurut ketentuan hukum acara pidana penyelidikan, penyidikan, penuntutan dapat 
dilakukan oleh penegak hukum yaitu POLRI, KPK, Kejaksaan untuk mewujudkan 
kerjasama dalam bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya 
penuntutan secara umum merupakan suatu tindakan pelimpahan berkas perkara oleh 
                                               







penuntut umum ke pengadilan untuk digunakan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam 
menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Aliran pemaknaan dari setiap yurisprudensi dalam 
hal penuntutan menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari penuntut umum sebagai 
representasi kekuasaan pemerintah menjalankan fungsi dasar pancasila dan UUD 1945 
melalui penegakan hukum terhadap kejahatan yang menimbulkan kerugian, konflik, 
sengketa, dan lain sebagainya. Penuntutan di landasi pada penegakan hukum ke arah 
tegaknya hukum melalui sebuah lembaga negara yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004  
atas penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.     
Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan 
penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan Undang-Undang hal ini sebagaimana diatur 
dalam UU No. 16 Tahun 2004 Bab I tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kejaksaan: 
 Pasal 1 
(1) Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam keputusan presiden ini 
disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan 
kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan 
kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh 
Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 
(2) Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri sebagai 
pelaksana kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan adalah satu 
dan tidak terpisah-pisahkan. 
 Pasal 2 
Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan 
serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan di bidang hukum. 
 Pasal 3 
a. Peumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, 
pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai 
dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden; 
b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, 
pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan 
serta pengelolaam atas kekayaan milik negara menjadi tanggung 
jawabnya. 
c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang 
berintikan keadilan di bidang pidan, melakukan dan atau turut 
menyelenggarakanintelijen yustisial di bidang ketertiban dan 
ketentraman umum, pemberian pemberian bantuan, 






tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin 
kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan menyelamatkan 
kekayaan negara, berdasarkan peraturan perunang-undangan dan 
kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden; 
d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat 
perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan 
hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang 
dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri; 
e. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat 
dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 
f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta 
pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas 
pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.  
Pembagian kekuasaan merupakan hal yang banyak ditemukan dalam negara 
demokrasi terbagi menjadi ekskutif, legislatif dan yudikatif hal ini dianggap penting karena 
sebagai batas kekuasaan dari setiap lembaga negara agar tidak tumpang tindih dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya. Kaitan hukum antara pembagian kekuasaan dapat 
dipahami bahwa yudikatif merupakan pengawas kebijakan yang telah ditetapkan oleh 
eksekutif menjujung asas persamaan (equality before the law), asas legalitas, asas 
nasionalitas aktif (personal), asas nasionalitas pasif (perlindungan), asas teritorial sebagai 
lembaga yudikatif yang bertugas menjalankan peraturan Undang-Undang terhadap 
pelanggaran yang terjadi kepada Undang-Undang. 
 Kejaksaan memiliki suatu kewenangan untuk menangani perkara tindak pidana  
khusus yang merupakan bagian dari hukum pidana. Beberapa tindak pidana khusus yang 
diatur dalam undang-undang salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi. Penuntut umum 
menangani perkara korupsi yang pelaksanaannya dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Integrated criminal justice system adalah sistem 
peradilan untuk mengatur dan menjalankan prosedur hukum tentang suatu tindak pidana 






keputusannya bersifat mengikat dan memaksa. Sistem peradilan menurut Eric L. Richard 
terbagi menjadi:  
 Civil law, hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem ini 
berasal dari hukum romawi (Roman Law) yang dipraktekkan oleh negara-
negara eropa kontinental, termasuk bekas jajahannya. 
 Common law, hukum yang berdasarkan custom. Kebiasaan berdasarkan 
presiden atau judge made law. Sistem ini digunakan di negara anglo-saxon, 
seperti inggris dan amerika serikat. 
 Islamic law, hukum yang berdasarkan syariah islambersumber dari al-qur’an 
dan hadits. 
 Socialist law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis. 
 Sub-saharan africa law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara afrika 
yang berada di sebelah selatan gunung sahara. 
 Far fast law, merupakan sistem hukum uang kompleks yang merupakan 
perpaduan antara sistem civil law, common law, dan hukum islam sebagai 
basis fundamental masyarakatnya. 
 
Sumber yang menjadi rujukan indonesia dalam sistem hukumnya adalah: 
 Sistem hukum barat, yang merupakan warisan kolonial belanda sampai saat 
ini masih berlaku seperti KUHP, KUHAP, KUHPer, dan lain sebagainya. 
 Sistem hukum adat, bersifat komunal cerminan kepribadian masyarakat 
indonesia. 
 Sistem hukum islam, menurut sejarahnya sebelum belanda datang ke 
indonesia islam telah terlebih dahulu diterima sebagai ajaran keagamaan. 
Pengejawantahan tentang sistem peradilan indonesia berdasar historis dan 
perubahan makna hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lembaga negara 
dalam melaksanakan tugasnya memiliki perbedaan otoritas yang disebut hirarki atau 
tingkatan sistem peradilan di indonesia. Pelaksanaan peradilan terutama dalam Undang 
Undang No. 46 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah:  
 Pengadilan Negeri, sebagai lembaga peradilan yang berkedudukan di kota 
atau kabupaten memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pada tingkat 
awal. 
  Pengadilan Tinggi, merupakan tingkat menengah lembaga peradilan di 
lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota provinsi sebagai 
pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh 
Pengadilan Negeri. 
 Mahkamah Agung, lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan 
indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman dalam tingkat 






 Pengadilan Tindak Pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada 
dalam lingkungan Peradilan Umum, sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 46 
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili 
dan memutus perkara tindak pidana korupsi.  Salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi 
di wilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) adalah gratifikasi yang 
dilakukan seorang kepala daerah di Jawa Tengah. 
Kejahatan  merupakan fenomena kehidupan manusia dan akan selalu ada di setiap 
ruang, tempat, dan waktu. Usaha yang dapat dilakukan hanyalah mengantisipasi dan 
memberikan sanksi yang setimpal kepada para pelaku. Terdapat faktor-faktor yang 
mempengaruhi tindak pidana korupsi yaitu faktor politis maupun faktor sosio kultural. Hal 
ini sebagaimana dijelaskan bahwa faktor politis sangat dominan dalam mempengaruhi 
independensi penuntut umum. Mereka yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, 
bukanlah orang biasa, tetapi orang yang memiliki peran penting dan strategis dalam 
kekuasaan pemerintahan. Lebih lanjut  penuntut umum dalam mengungkap tindak pidana 
korupsi tidak lepas dari pengaruh-pengaruh nilai sosio kultural yang hidup di masyarakat. 
Sementara nilai-nilai itu tidak selamanya sejalan bahkan tidak jarang mengandung hal-hal 
yang sifatnya proteksionis padahal jelas-jelas dapat dipersalahkan di mata hukum. Nilai 
yang menjunjung tinggi tokoh panutan telah meredusir nilai supremasi hukum. Namun 
demikian, itulah kenyataan yang mewarnai upaya penuntut umum dalam menjalankan 
tugasnya.7  
Permasalahannya sejauhmana problematika mendasar penutut umum dalam 
mengungkap kasus tindak pidana korupsi, faktor apa saja yang menghambat penuntut umum 
                                               







dalam pengungkapannya dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang 
terjadi. Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang 
problematika mendasar penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi tentang 
gratifikasi (Studi Putusan Nomor 01/Pid.sus-TPK/2018/PN Semarang). 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud 
melakukan penelitian guna menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan dengan judul: 
Problematika Mendasar Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi 
Tentang Gratifikasi (Studi Putusan Nomor 01/Pid.sus-TPK/2018/PN Semarang). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Bagaimana problematika penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi? 
2. Siapa saja yang terlibat dalam kasus gratifikasi Studi Putusan Nomor 01/Pid.sus-
TPK/2018/PN Semarang? 
3. Apa dampak terkait korupsi di Indonesia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui sistem hukum dan peradilan di Indonesia. 
2. Untuk menganalisis putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 
D. Manfaat Penelitian 






a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 
pengembangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya terhadap teori hukum yang 
berhubungan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang Undang No. 20 
Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
b. Hasil penelitian ini merupakan realisasi pemikiran dari teori-teori hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi penegak hukum, yaitu sebagai bahan kajian dalam menganalisa ataupun 
mempelajari tentang hukum khususnya Tindak Pidana Korupsi. 
b. Bagi mahasiswa, yaitu sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan 
terutama teori-teori hukum pidana yang diperoleh selama dalam perkuliahan dengan 
praktek di lapangan. 
c. Bagi masyarakat, yaitu sebagai informasi dan referensi peningkatan pengetahuan 
serta pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
E. Tinjauan Pustaka 
Korupsi menurut Nurdjana adalah suatu perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, 
dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma 
agama materiil, mental dan hukum. Adapun penelitian yang terkait sebagai berikut :  
1. Skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi 
Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi” oleh Hadi Iman Kurniadi 
tahun 2017 Universitas Hasanudin Makassar yang memberikan 
pemahaman untuk penulis bahwa Gratifikasi adalah sebuah kejahatan 






2. Skripsi dengan judul “Sistem Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi 
dan Pencucian uang” oleh Febby Sekarini Universitas Islam Indonesia 
Tahun 2018. Adapun dalam skripsi ini penulis menemukan catatan yang 
memberikan penjelasan bahwa Gratifikasi merupakan sebuah kejahatan 
yang telah dianggap wajar oleh masyarakat. Namun, dalam mewujudkan 
pemerintahan yang jujur dan bersih hal ini dipandang negatif dan dapat 
merusak generasi bangsa kedepannya.  
3. Skripsi dengan judul “Peranan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana 
Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah” oleh Devi 
Novrita Saputri Utami Universitas Lampung Tahun 2017. Catatan yang 
penulis temukan dalam skripsi ini mempunyai fokus bahwa seorang 
jaksa mempunyai wewenang dan tugas dalam menjalankan perannya 
melakukan penyidikan dan penuntutan terkait kasus tindak pidana 
korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Kejaksaan 
Negeri Sukadana Lampung Timur. 
Berdasarkan uraian diatas, penuntut umum mempunyai peran yang penting dalam 
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang dalam prosesnya mempunyai 
kewenangan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga 
keamanan dan ketertiban di masyarakat. 
F. Metode Penelitian 
1.  Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 
normatif, yaitu metode pendekatan yang berorientasi kepada peraturan perundang-






pelengkap.8 Adapun beberapa undang undang yang terkait dengan penelitian yang 
sedang dilakukan sebagai berikut:  
a. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. 
b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). 
c. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
2.  Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk menggambarkan suatu gejala 
atau keadaan, khususnya tentang problematika mendasar  Penuntut Umum dalam 
pengungkapan tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini peneliti sudah mempunyai 
gambaran berupa data awal yang akan diteliti. 
4. Jenis Penelitian 
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh 
melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun data sekunder terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer, berupa peraturan atau bahan hukum pokok seperti perundang-
undangan. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber pendukung terkait permasalahan yang dikaji 
atau objek penelitian. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap bahan hukum primer dan 
sekunder seperti dokumen-dokumen terkait objek penelitian. 
5. Metode Pengumpulan Data 
                                               






Pengumpulan data dalam penelitian ini, baik data primer dan data sekunder dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung melalui: 
1) Observasi melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dengan melakukan 
pencatatan. 
2) Dokumentasi yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan 
analisis. 
b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan cara: 
1) Studi kepustakaan melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-
buku literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan permasalahan penelitian. 
2) Studi dokumentasi melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari aturan-
aturan yang berlaku.  
6. Analisis Data 
Setelah data sekunder dan data primer terkumpul kemudian akan dilakukan pengeditan 
(editing) dan pengkodean (koding), dan dijelaskan menggunakan analisis normatif 
kualitatif. 
7. Metode Penyajian Data 
Setelah seluruh data primer dan sekunder terkumpul selanjutnya hasil penelitian akan 
disusun secara kronologis dan sistematis serta disajikan dalam bentuk skripsi dan 
pembuatan tabel sederhana sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis. 
G. Sistematika Penulisan Skripsi  
Skripsi ini terdiri dari empat bab, di mana masing-masing bab akan dibagi lagi 






Bab  I  tentang  Pendahuluan, terdiri dari enam sub bab, yaitu sub bab A. Latar 
Belakang Masalah sub bab B. Rumusan Masalah, sub bab C. Tujuan Penelitian, sub bab D. 
Manfaat Penelitian sub bab E. Tinjauan Pustaka F. Metode Penelitian terdiri dari 1) Metode 
Pendekatan 2) Spesifikasi Penelitian 3) Jenis dan Sumber Data 4) Metode Pengumpulan 
Data 5) Tinjauan Pustaka 6) Metode Penyajian Data dan sub bab G. Sistematika Penulisan. 
Bab  II  tentang Tinjauan Konseptual terdiri dari lima sub bab yaitu sub bab A. 
Tindak Pidana B. Korupsi dan Gratifikasi C. Sejarah Lembaga Penuntut Umum D. 
Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum dan E. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum. 
Bab  III  tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari A. Penjelasan B. Posisi 
Kasus C. Keterangan Saksi dan Barang Bukti D. Dakwaan dan Tuntutan E. Amar Putusan 
dan F. Analisis Kasus 




TINJAUAN KONSEPTUAL  
  
A. Pengertian Tindak Pidana 
Penegakan hukum pidana bergantung pada penerapan hukum formil terhadap hukum 
materiil yang memiliki kaitan erat satu sama lain. Permasalahan suatu kejahatan tidak 
terlepas dari adanya tindak pidana yang terjadi di masyarakat terutama  permasalahan yang 
menjadi bagian dalam perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Definisi tindak pidana 
secara umum adalah  keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menggunakan 
dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu dan menentukan 
seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana sebagaimana telah 
diancamkan. Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa 
yang disebut tindak pidana (criminal act, straafbarfeit, delik, perbuatan pidana), 
pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan pemidanaan. 
Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah 
kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan seseorang 
yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini 
merupakan perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.9 Pada 
dasarnya hukum pidana dapat dibagi menjadi: 
A. Hukum pidana objektif (Jus Poenale) 
Merupakan hukum pidana yang pengertiannya didasarkan atas norma dan 
perbuatannya (objektif). Para ahli hukum berpendapat mengenai hukum objektif, 
                                               






diantaranya adalah Hazawinkel-Suringa yang memberikan pengertian pidana 
meliputi: 
1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah 
ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu yang telah 
ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. 
2. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat 
apa negara dapat memberikan reaksi terhadap mereka yang 
melanggar aturan-aturan tersebut. 
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya 
peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan wilayah 
negara tertentu. 
B. Hukum pidana subjektif (Jus puniendi) 
 Merupakan hukum pidana yang pengertiannya didasarkan kewenangan 
negara untuk menjatuhkan hukuman (subjektif). Pengertiannya dapat dibedakan 
menjadi: 
1. Pengertian hukum pidana secara luas yaitu segala sesuatu 
yang berhubungan dengan negara atau alat-alat kelengkapan 
negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana 
terhadap suatu perbuatan. 
2. Pengertian hukum pidana subjektif dalam arti luas yaitu hak 
negara untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan 
melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak 
pidana. 
Berdasarkan pengertian hukum pidana objektif dan subjektif maka dapat 






hukum pidana materiil masih memiliki banyak celah untuk melakukan berbagai macam 
tindak pidana selain menitikberatkan pada Undang-Undang juga diharuskan 
menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun konstelasi dari penerapan hukum 
materiil erat kaitannya dengan hukum pidana formil yang digunakan penegak hukum 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyusunan Undang-undang Hukum Pidana 
Nasional telah diwacanakan sejak lama usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai 
kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saat 
ini.10  
Tindak pidana memilki bermacam bentuk yang merugikan sehingga dapat 
menimbulkan suatu keadaan yang merusak tatanan kehidupan manusia. Penggolongan 
tindak pidana dapat dibagi menjadi: 
  Tindak Pidana Umum 
Yaitu mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, 
pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan, 
pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.11 
Sedangkan definisinya adalah sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk 
menciptakan keadilan dalam masyarakat yang pelakasanaannya mengacu kepada 
KUHP dan KUHAP. Beberapa bentuk tindak pidana umum: 
1. Tindak Pidana Umum  
Tindak pidana yang selalu terjadi merupakan fenomena sosial yang 
harus dicegah agar tidak berlarut-larut. KUHP dalam bukunya 
membagi tiga aturan dasar tentang sistem pemidanaan umum 
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indonesia yaitu Buku I: Ketentuan Umum, Buku II: Kejahatan dan 
Buku III: Pelanggaran. 
2. Kejahatan  
Definisi kejahatan menurut R.Soesilo yakni suatu perbuatan tingkah 
laku yang bertentangan dengan Undang-Undang sedangkan dari 
sudut pandang sosiologis adalah sebuah perbuatan yang merugikan 
penderita, masyarakat yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman, 
dan ketertiban. Salah satu contoh kejahatan adalah perampokan  
yang diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan unsur 
kekerasan. Pemberian sanksi tergantung dari akibat yang 
ditimbulkan. Ancaman pidana dalam pasal 365 KUHP ayat (1) 
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Perampokan yang 
menimbulkan korban jiwa diancam pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun sesuai dengan pasal 365 ayat (3) KUHP.     
3. Pelanggaran  
Pelanggaran secara umum artrinya penyimpangan yang dilakukan 
seseorang termasuk dalam tindak pidana ringan karena sanksi atau 
ancamannya hanya berupa teguran, pembinaan, dan sebagainya. 
Pelanggaran secara hukum berarti segala perbuatan yang 
berlawanan atau bertentangan dengan hukum. pelanggaran diatur 
dalam buku III KUHP tentang pelanggaran lebih lanjut diatur dalam 
pasal 489 sampai 569 KUHP.  
Pelaksanaan KUHP sebagai landasan hukum di Indonesia merupakan bentuk 






telah banyak mengalami perubahan terutama dalam sistem pemidanaan indonesia. KUHP 
tidak bisa lepas dari hukum pidana karena sebuah kesatuan dalam maknanya.  
  Tindak Pidana Khusus 
Yaitu tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP).12 Artinya tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana 
berada diluar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan 
tertentu dan memiliki ketentuan khusus acara pidana. Menurut W.L.G. Lemaire: 
Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten 
en waaran (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is 
gekoppled. Dat bepaalt opwelke gedrangingen (doen of nie-doen waar handelen 
verplicht is) en onder welke omstadigheden bet recht met straf reageert en waaruit 
dezestraf bestaat. Artinya Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang memuat 
perintah dan larangan dan yang (oleh pembuat undang-undang) hukuman, yaitu 
penderitaan khusus, telah ditetapkan sebagai sanksi. Ini menentukan tindakan 
kekerasan mana (lakukan atau tidak tindakan di mana tindakan itu wajib) dan 
dalam situasi apa hukum merespons dengan hukuman dan apa yang termasuk 
dalam hukuman ini.13  
Menurut pendapat dari Lemaire proses yang digunakan terhadap sesuatu hal 
yang dianggap melanggar aturan ataupun penyimpangan akan dikenakan sanksi. 
Terlepas dari tindak pidana apa yang dilakukan dan penggunaan hukum (pasal) 
yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Penerapan yang dimaksudkan 
Lemaire mungkin adalah hukum materiil karena berpokok pada pemberian sanksi 
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terhadap suatu tindak pidana. Dalam sistem hukum materiil indonesia terdapat 
adagium Lex superior derogat legi inferior asas penafsiran hukum tentang 
kedudukan hukum yang lebih tinggi menggantikan hukum dibawahnya. 
Perbandingan dalam asas-asas hukum tersebut digunakan dalam implementasi 
hukum di Indonesia sebagai contoh Peraturan Daerah yang tunduk kepada KUHP, 
Keputusan Presiden diatas Peraturan Daerah, Pancasila sebagai hukum tertinggi di 
Indonesia.  
Kodifikasi dan unifikasi dimaksudkan untuk menyatukan semua aturan 
hukum pidana dalam satu kitab undang-undang agar tercipta sistematika hukum 
pidana yang mudah dipahami dan ditegakkan. Dalam konteks Indonesia kodifikasi 
dan unifikasi sudah menjadi kebutuhan karena Kitab Undang-ndang Hukum 
Pidana (KUHP) yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Perkembangan masyarakat 
tersebut, tentu dibarengi pula oleh berkembangnya kejahatan-kejahatan baru yang 
penanganannya membutuhkan aturan-aturan hukum yang baru pula.14 
Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-
undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis materiil dan yuridis formal. 
Penetapan kualifikasi yuridis tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran ini 
diperlukan untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP dan KUHAP.15 
Terlepas bagaimana penerapan hukum sebagai upaya terakhir dalam mencari 
keadilan para ahli memiliki perbedaan pandangan yang merujuk kepada satu tujuan 
yaitu pengamalan hukum yang sebenar-benarnya terutama terhadap tindak pidana 
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khusus yang merupakan bagian dari hukum pidana. Beberapa tindak pidana khusus 
yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri diluar KUHP yakni: 
1. Tindak Pidana Korupsi 
  Korupsi merupakan pengambilan hak yang bukan miliknya demi 
kepentingan pribadi maupun kelompok dapat menimbulkan kerugian 
negara dan diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk seperti korupsi 
terkait keuangan negara atau perekonomian negara, suap-menyuap, 
penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan 
kepentingan dalam pengadaan lalu korupsi terkait gratifikasi16 termasuk 
kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang diatur dalam Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 31 
Tahun 1999. 
2. Tindak Pidana Pencucian Uang 
Tindak pidana pencucian uang tergolong baru di sistem hukum indonesia. 
Tindak pidana ini bukan saja mengancam integritas sistem keuangan dan 
stabilitas perekonomian tapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Unsur-unsur 
tindak pidana ini meliputi pelaku, perbuatan melawan hukum serta unsur 
hasil pidana. 
3. Tindak Pidana Terorisme  
Merupakan aktivitas yang melibatkan unsur kekerasan maupun aktivitas 
lainnya yang melanggar hukum pidana serta menimbulkan efek bahaya 
bagi kehidupan manusia. Terorisme merupakan aktivitas yang bertujuan 
                                               






mengintimidasi penduduk sipil dengan melakukan penculikan maupun 
pembunuhan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang 
No.15 Tahun 2003. 
4. Tindak Pidana Psikotropika 
Psikotropika merupakan obat atau zat baik alamiah maupun sintesis 
bukan narkotika yang bersifat psikoaktif. Obat-obatan ini mampu 
mempengaruhi susuna syaraf pusat sehingga menyebabkan perubahan 
pada aktivitas perilaku dan mental penggunanya. Diatur oleh Undang-
Undang No. 5 Tahun 1997. 
5. Tindak Pidana Narkotika 
Penggunaan narkotika secara legal hanya bisa dilakukan untuk 
kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan 
penggunanya secara ilegal bisa membuat penggunanya terkena tindak 
pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. 
6. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik 
Merupakan tindak pidana yang terbilang masih baru di Indonesia diatur 
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi 
Elektronik (ITE). 
7. Tindak Pidana Pornografi 
Pornografi merupakan tindak kejahatan yang mampu merusak tatanan 
norma kesusilaan masyarakat. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 
mengatur tentang pornografi yang subjek hukumya beupa korporasi 
maupun seseorang.17 
                                               






Mengenai perbuatan yang diancam dengan pidana para ahli dan pemegang aturan 
belum bersepakat mengenai istilah maupun unsur-unsurnya. Hal inilah yang memunculkan 
berbagai polemik tentang arti sebenarnya tindak pidana. 
1. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana dengan berpendapat: 
“Secara singkat barangkali dapat dikatakan bahwa peristiwa itu adalah suatu 
perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-
undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 
penghukuman."18 
2. Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan berpendapat: 
       “Bahwa tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan 
      istilah “Perbuatan Jahat” atau “Kejahatan” (Crime atau Verbrechen atau Misdaad) 
      yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau kriminologis).”19  
3. Simons berpendapat mengenai penyebutan istilah pidana: 
  “ Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan 
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang 
dapat dihukum disebut delik (delict). Menurut simons dalam bukunya C.S.T Kansil 
tindak pidana merupakan perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana 
dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.20 
 
Istilah pengganti “Straafbarfeit” sebagai suatu ketentuan yang mengatur juga 
terdapat dalam aturan perundang-undangan terdahulu seperti: 
 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat 1. 
“Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana 
berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang 
pengadilan, menurut aturan-aturan jang berlak, dan ia dalam sidang itu diberikan segala 
djaminan jang telah ditentukan dan jang untuk pembelaan.”  
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan 
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi pasal 1. 
“1e. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan: 
a. “Ordonnantie Gecontroleer de Goederen 1948” (“Staatsblad” 
1948 No. 144) sebagaimana diubah dan ditambah “Staatsblad” 
1949 No.160; 
b. “Prijsbeheersiing ordonnatie 1948” (“Staatsblad” 1948 No. 
295); 
c. “Undang-Undang Penimbunan Barang-barang 1951” 
(Lembaran Negara Tahun 1953 No.4); 
d. “Rijsterdonnatie 1948” (“Staatsblad” 1948 No. 253) 
e. “Undang-Undang Darurat Kewajiban Penggilingan Padi” 
(Lembaran Negara Tahun 1952 No. 33); 
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19 Sudarto, Hukum Pidana IA, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, 1980, hlm. 31. 







f. “Deviezen Ordonnatie 1940” (“Staatsblad” 1940 No.205); 
2e. Tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal 26, 32, dan 33 Undang-Undang 
            darurat ini. 
3e. Pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasar Undang-Undang lain,    
           sekadar  Undang-Undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana      
           ekonomi.”  
 
 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam 
rangka pemasyarakatan terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan 
kejahatan pasal 1. 
“Dalam putusan pengadilan dapat ditentukan bahwa seorang terdakwa yang 
dinyatakan salah melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan selama dan 
atau dalam waktu yang ditetapkan dalam putusan tersebut dan tidak boleh 
melampaui jangka waktu lima tahun setelah menjalani pidananya yang tidak 
merupakan pidana mati, wajib melakukan kerja bakti dalam rangka usaha 
pemasyarakatannya pada proyek-proyek yang ditunjuk oleh menteri kehakiman.” 
Moeljatno berpendapat21 lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana bahwa yang 
dimaksudkan dengan perbuatan ini adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang 
sesuatu yang telah dilakukan menunjuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat 
sedangkan ahli lain memakai istilah yang berbeda-beda.22 Lebih lanjut pada dasarnya 
hukum pidana berpokok pada dua hal, ialah perbuatan dan pidana. Perbuatan yang 
dimaksudkan adalah perbuatan yang diancam dengan pidana dan apabila dilanggar akan 
mendapat sanksi lain halnya dengan istilah Perbuatan jahat atau Kejahatan yang diartikan 
secara yuridis (hukum atau kriminologis). 
Ilmu memandang kebenaran adalah sesuatu yang dapat dicapai. Pada saat 
kriminologi mempelajari kejahatan yang seluas-luasnya maka yang dimaksudkan adalah 
berbagai bentuk kejahatan dalam hukum pidana dengan demikian kriminologi pun harus 
mempelajari hukum pidana.23 Menurut Sutherland kriminologi adalah keseluruhan ilmu 
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup 
proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.  
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Adapun pemakaian istilah yang berlainan itu tidak bermasalah karena setiap istilah 
yang digunakan mempunyai arti yang sama. Namun demikian beberapa ahli memiliki 
berbagai pengucapan istilah tindak pidana yang berbeda misalnya lebih condong untuk 
memakai istilah tindak pidana. penggunaan Istilah ini sudah diterima dan dapat dimengerti  
oleh masyarakat yang dapat dikatakan sebagai “Sosiologische Gelding”24 artinya apabila 
ketentuan-ketentuan yang berlaku sudah sesuai dengan keyakinan umum. 
Dengan demikian bahwa istilah yang dipakai sebagai pengganti perbuatan yang 
diancam pidana tersebut terdapat istilah yang berbeda-beda seperti peristiwa pidana yang 
digunakan Tresna sebagai pengganti istilah tindak pidana, Soedarto dengan perbuatan 
pidana yang mendefinisikan tentang arti kejahatan dan tindak pidana lalu delik yang 
digunakan Simons. Dengan kata lain, para ahli hukum pidana telah memilih menggunakan 
istilah-istilah yang dianggap  sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dalam peraturan 
Undang-Undang juga ditemui penggunaan istilah tindak pidana merujuk pada fungsi 
Undang-Undang sebagai landasan hukum dalam pemerintahan yaitu UUDs 1950 Pasal 14 
Ayat 1, Undang-Undang darurat (UUd) Nomor 7 Tahun 1955 dan Perarturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 1964.   
Dalam hubungannya dengan perbedaan istilah pada tindak pidana sebenarnya tidak 
mengapa terkait dengan istilah perbuatan yang diancam dengan pidana maupun unsur-
unsurnya sebagaimana telah dijelaskan kemudian melalui Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) membagi  kejahatan berdasarkan unsur dan bentuknya.  Pembagian tindak 
pidana dibagi menjadi tiga yaitu aturan umum, kejahatan dan pelanggaran (misdrijven en 
overtredingen).25  
Pembagian ini pertama-tama terlihat dalam KUHP terdiri atas tiga buku.  
1. Buku I memuat Ketentuan Ketentuan Umum (algemene leerstukken).  
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Sumber yang digunakan berasal dari hukum kolonial belanda yakni Wetboek 
van Strafrecht voor Netherlands-Indie yang kemudian menjadi Wetboek van 
Strafrecht lalu terkahir Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang 
digunakan Indonesia sebagai sumber hukum pidana. Pasal 1 sampai103 
menjelaskan: 
 Bab I  – Aturan Umum 
 Bab II  – Pidana 
 Bab III  – Hal-hal yang mengurangi, menghapuskan atau memberatkan 
      pidana 
 Bab IV  – Percobaan 
 Bab V  – Penyertaan dalam tindak pidana 
 Bab VI  – Gabungan tindak pidana 
 Bab VII  – Mengajukan menarik kembali pengaduan dalam hal  
      kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan 
 Bab VIII  – Hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan 
      pidana 
 Bab IX  – Arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang- 
      undang 
 Aturan Penutup 
2. Buku II memuat  Kejahatan atau misdrijven. Pasal 104 sampai 488 
menjelaskan: 
 Bab I   – Kejahatan terhadap keamanan negara 
 Bab II   – Kejahatan-kejahatan terhadap martabat preside dan 
       wakil presiden. 
 Bab III   - Kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan  
      terhadap kepala negara serta wakilnya. 
 Bab IV  - Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak  
     kenegaraan 
 Bab V   –  Kejahatan terhadap ketertiban umum 
 Bab VI   – Perkelahian tanding 
 Bab VII   – Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi 
      orang atau barang. 
 Bab VIII  – Kejahatanterhadap penguasa umum 
 Bab IX   – Sumpah palsu dan keterangan palsu 
 Bab X   – Pemalsuan mata uang dan uang kertas 
 Bab XI   – Pemalsuan materai dan merek 
 Bab XII   – Pemalsuan surat 
 Bab XIII  – Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan  
 Bab XIV  – Kejahatan terhadap kesusilaan 
 Bab XV   – Meninggalkan orang yang perlu ditolong 
 Bab XVI  – Penghinaan 
 Bab XVII  – Membuka rahasia 
 Bab XVIII  – Kejahatan terhadap kemerdekaan orang 
 Bab XIX  – Kejahatan terhadap nyawa 
 Bab XX   – Penganiayaan 
 Bab XXI  – Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan 






 Bab XXIII  – Pemerasan dan pengancaman 
 Bab XXIV  – Penggelapan 
 Bab XXV   – Perbuatan curang 
 Bab XXVI   – Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang  
        mempunyai hak  
 Bab XXVII  – Menghancurkan atau merusak barang 
 Bab XXVIII  – Kejahatan Jabatan 
 Bab XXIX  – Kejahatan pelayaran 
 Bab XXX  – Penerbitan dan percetakan  
 Bab XXXI  – Aturan tentang pengulanguan kejahatan yang  
      bersangkutan dengan berbagai bab 
 
3.  Buku III memuat pelanggaran (overtredingen). Pasal 489 sampai 569 
menjelaskan: 
 Bab I    – Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang 
         atau barang dan kesehatan 
 Bab II    – Pelanggaran ketertiban umum 
 Bab III    – Pelanggaran terhadap penguasa umum 
 Bab IV    – Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan  
 Bab V    – Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan  
       pertolongan  
 Bab VI    – Pelanggaran kesusilaan 
 Bab VII   – Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan  
       pekarangan 
 Bab VIII   – Pelanggaran jabatan 
 Bab IX    – Pelanggaran pelayaran26 
  Kejahatan dan Pelanggaran kini merupakan istilah-istilah sebagai 
terjemahan dari misdrijf dan overtreding dalam bahasa Belanda. Misdrijf 
atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan 
hukum menimbulkan kerugian kepada sesuatu (pribadi, oranglain, negara). 
Overtredingen atau pelanggaran merupakan penyimpangan yang 
berhubungan dengan hukum. Kedua arti berbeda kejahatan dan pelanggaran 
ditemukan dalam pembagian KUHP yaitu Buku II memuat tentang 
Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran.   
Sebagaimana telah dijelaskan istilah tindak pidana terdapat perbedaan diantara para 
ahli mengenai penggunaan istilah yang tepat untuk menyebutkan tentang suatu fenomena 
                                               






kejahatan yang terjadi. Menurut pandangan para ahli  tindak pidana juga terdapat berbagai 
perbedaan diantaranya monistis dan dualistis yang membahas mengenai unsur-unsur 
terjadinya kejahatan.   
Paham monistis secara umum adalah kepercayaan yang melihat keseluruhan syarat-
syarat terjadinya tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut kesalahan yang 
dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur terjadinya kejahatan tersebut. Adapun para ahli 
yang termasuk ke dalam golongan monistis adalah: 
1) Simons     
Strafbaarfeit menurut ejaan belanda, “Een strafbaar gestelde, onrechtmatige met 
schuld in verband staands handeling van een toerekeningsvatbaar persoon” artinya 
“Tindakan orang yang bertanggung jawab yang dapat dihukum dan melanggar hukum". 
Sedangkan simons mengartikan bahwa straafbarfeit adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Tindak 
pidana terjadi tidak terlepas dari adanya berbagai macam alasan ataupun unsur-unsur 
yang mendasari suatu kejahatan.  
Unsur-unsur strafbaar feit adalah: 
a. Perbuatan manusia     (positif atau negatif : berbuat, tidak  
      berbuat atau membiarkan). 
b. Diancam dengan pidana    (strafbaarge-stlede). 
c. Melawan hukum     (onrechtmatig). 
d. Dilakukan dengan kesalahan   (met schuld in verbard stand). 
e. Orang yang mampu bertanggung-jawab  (toerekening svatbaar persoon). 
Simons menyebut adanya unsur obyektif dan subyektif dari Strafbaafeit yang disebut 






a. Perbuatan orang; 
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; 
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 
KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”. 
Segi subyektif dari strafbaarfeit adalah : 
a. Orang yang mampu bertanggung-jawab. 
b. Adanya kesalahan (dolud atau culpa). Perbuatan dilakukan dengan kesalahan. 
Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan 
mana perbuatan itu dilakukan.  
2. E. Mezger    
Die straftat ist der inbegriff der voraussetzungen der strafe artinya tindak pidana adalah 
keseluruhan syarat adanya pidana. Die straftat ist demnach tatbestandlich rechtwidrige, 
personlich zurechenbare strafbedrohte handlung. Unsur-unsur tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); 
b. Sifat melawan hukum     (baik bersifat obyektif maupun  
          subyektif); 
c. Kemampuan bertanggung jawab     (toerekeningsvatbaarheid) 
d. Diancam dengan pidana.  
Pertanggungjawaban atas sebuah tindak pidana didasarkan pada unsur-unsurnya, 
salah satu bentuk tindak pidana banyak dilakukan demi mencapai sebuah keinginan yang 
sifatnya sementara. Unsur-unsur seseorang melakukan tindak pidana dianggap penting 
karena pada hakikatnya hukum sebagai suatu tolak ukur dalam menanggapi setiap kejahatan 
yang terjadi agar menemukan titik terang. Sejatinya menurut pandangan para ahli monistis 
menekankan tentang adanya dogma dalam hukum ketika melihat suatu kejahatan. Terlebih 






mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya terlepas dari itu maka dapat 
disimpulkan bahwa unsur tindak pidana menurut paham monistis adalah perbuatan yang 
melawan hukum dan harus dipertanggungjawabkan dan unsur-unsur tersebut merupakan 
keseluruhan syarat yang harus ada untuk memberikan pidana yang tepat.   
Menurut paham dualistis yang dipengaruhi aliran neoklasik maka memisahkan 
tindak pidana  dan pertanggungjawaban. Adanya pemisahan ini mengandung konsekuensi 
bahwa untuk memidana seseorang tidak cukup kalau orang tersebut hanya melakukan tindak 
pidana saja melainkan masih dibutuhkan satu syarat lagi yaitu apakah orang tersebut terbukti 
kesalahannya dan mengandung unsur melawan hukum.27 Seseorang yang melakukan tindak 
pidana dapat dijatuhi pidana dengan melihat kesalahannya.  
Selanjutnya di bawah ini bebrapa pendapat para ahli yang masuk ke dalam golongan 
dualistis: 
1) Moeljatno  
Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa 
melanggar larangan tersebut. Adapun untuk adanya perbuatan tersebut harus ada unsur-
unsur: 
a. Perbuatan        (manusia) 
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang  (syarat formil)  
c. Bersifat melawan hukum      (syarat materiil) 
2) W.P.J. Pompe 
Berpendapat bahwa hukum positif strafbaarfeit adalah tidak lain daripada feit, yang 
diancam pidana (Volgens ons positieve recht is het strafbaar feit niets anders dan een 
feit, dat in oen wettwlijke strafbepaling als strafbaar in omschreven). Pompe berpendapat 
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menurut teori strafbaarfeit adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan 
dengan kesalahan dan diancam pidana.28 Selanjutnya menyatakan bahwa untuk adanya 
pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, tetapi harus ada orang yang dapat 
dipidana, orang ini tidak ada jika tidak terdapat sifat melawan hukum dan kesalahan. 
Aliran Dualistis membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggung-jawaban pidana. 
Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup seseorang telah melakukan perbuatan yang 
diancam pidana, tetapi orang tersebut harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan 
yang dilakukan dan memenuhi unsur kesalahan yang telah diperbuat. 
Maka terdapat perbedaan paham monistis dan dualistis dalam menentukan tindak 
pidana maupun unsur-unsurnya terlebih dalam penjatuhan pidana monistis tidak 
memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana artinya seseorang 
yang melakukan perbuatan yang diancam pidana oleh undang undang harus dijatuhi pidana 
sesuai dengan kesalahannya sedangkan paham dualistis  memisahkan antara perbuatan 
pidana dan pertanggung-jawaban. Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang diancam 
pidana dalam undang undang harus dijatuhi pidana dengan mempehatikan unsur-unsurnya.  
 Menurut paham monistis dan dualistis tidak ada perbedaan dalam 
pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukan melainkan dalam 
paham monistis adanya unsur kesalahan sebagai pelengkap terjadinya suatu pidana 
sedangkan dalam paham dualistis dipengaruhi oleh syarat terjadinya pidana melihat unsur 
melawan hukum dan pertanggungjawaban dengan demikian untuk penjatuhan pidana 
terhadap perbuatan seseorang yang melanggar aturan akan diancam pidana. 
B. Pengertian Korupsi Dan Gratifikasi 
                                               






Istilah “korupsi” dalam Kamus Latin-English Barnes and Noble berasal dari kata 
“corrupteia” yang dalam bahasa Latin berarti “bribery” atau “seduction”, maka yang 
diartikan dengan “corruptio” dalam bahasa Latin ialah “corrupter” atau “seducer”.29 
Sementara Bribery yang dartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar orang tersebut 
berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan “seduction” berarti sesuatu yang menarik 
agar seseorang menyeleweng atau menurut Kriminolog Jack Katz (1988)30 istilah 
“seduction” berarti adalah apa yang menggoda atau menggairahkan.  
Menurut Soedjono Dirdjosisworo31 korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” 
yang artinya kerusakan atau kebobrokan. Sedangkan menurut Andi Hamzah32 secara 
etimologis korupsi berasal dari corruptio atau corruptus (Latin); corruption, corrupt 
(Inggris); corruption (Perancis); corruptie, korruptie (Belanda); dan korupsi (Indonesia) 
yang secara harfiah artinya ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat 
disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dengan demikian korupsi  merupakan 
perbuatan menyimpang, yaitu sebuah tindakan demi mengambil keuntungan dan 
menyebabkan kerugian negara.   
Secara sosiologis, menurut Hussein Alatas33 ada tiga tipe yang tercakup dalam istilah 
korupsi yaitu penyuapan (bribery) pemerasan dan nepotisme. Tjandra Sridjaja34 
berpendapat terdapat tiga model korupsi antara lain pertama corruption by need artinya 
kondisi yang membuat orang harus korupsi; apabila tidak korupsi atau melakukan 
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penyimpangan, maka tidak dapat hidup. Kedua, corruption by greed, artinya korupsi yang 
memang karena serakah yaitu sekalipun secara ekonomi cukup, tetapi tetap saja korupsi. 
Ketiga, corruption by chance, artinya korupsi terjadi karena adanya kesempatan. Secara 
yuridis, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan korupsi.  
Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan eksternal 
(kesempatan). Niat lebih, terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-
nilai yang dianut, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku.35 Sejak 
Indonesia merdeka maka telah dikeluarkan berbagai peraturan perundang undangan yang 
tujuannya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, antara lain:  
1. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan 
Korupsi, yang diubah dengan Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-08/1957 
tentang Penilikan Harta Benda; dan kemudian diubah dengan Peraturan Penguasa Militer 
Nomor: Prt/PM-11/1957 tentang Wewenang Penguasa Militer dalam Menyita Barang-
Barang. 
2. Peraturan Penguasa Perang Nomor: Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, 
Penuntutan dan Pemeriksaan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. 
3. Undang Undang Nomor 24 Prp. 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan 
Tindak Pidana Korupsi; 
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
5. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
                                               






Tindak pidana korupsi dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti diubah 
dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 
20 dan Pasal 21 sampai Pasal 24 tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan 
Tindak Pidana Korupsi, yaitu:  
1. Ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi adalah : 
Pasal 2 : 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling 
sedikit Rp 200.000,000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. 
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.  
Pasal 3 : 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 
50.000.000,00  dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. 
Pasal 4:  
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan 






Ketentuan tindak pidana korupsi Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang Undang No.31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perumusannya mengacu pasal-pasal 
KUHP tentang kejahatan Jabatan:  
a. Pasal 5 (Pasal 209 KUHP);  
b. Pasal 6 (Pasal 210 KUHP);  
c. Pasal 7 (Pasal 387 atau Pasal 388 KUHP);  
d. Pasal 8 (pasal 415 KUHP); 
e. Pasal 9 (Pasal 416 KUHP); 
f.   Pasal 10 (Pasal 417 KUHP); 
g. Pasal 11 (Pasal 418 KUHP); 
h. Pasal 12 (Pasal 419, 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP). 
2. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi  
Menurut Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi diatur tindak pidana lain yang terkait tindak pidana korupsi, yaitu mencegah, 
merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan sidang dan saksi (Pasal 21); memberi keterangan yang tidak 
benar (Pasal 22); Pelanggaran terhadap Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 
429 dan Pasal 430 (Pasal 23); dan saksi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 (Pasal 
24).  
Dalam perkembangannya, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dianggap tidak mampu untuk digunakan 
dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan 






Perubahan undang undang tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan beberapa 
pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal I Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Korupsi.  
Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah Undang Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai 
berikut: 
1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya 
sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 1 undang undang 
ini. 
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, 
rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang 
Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat 
dalam masing-masing pasal KUHP yang menjadi acuan tersebut. Selain itu, dalam 
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada penambahan 
beberapa Pasal yaitu Pasal 12 A, Pasal 12B, Pasal 12 C, Pasal 26A, Pasal 37A, Pasal 
38A, Pasal 38B, Pasal 38C, Pasal 43A dan Pasal 43B.  
Perubahan beberapa ketentuan maupun penjelasan pasal-pasal dalam Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 






tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kejahatan 
korupsi. 
Adapun beberapa perubahan tersebut misalnya tentang nilai tindak pidana korupsi 
kurang dari Rp 5.000.000,- (Pasal 12A), pemberian suap atau gratifikasi (Pasal 12B), 
pegawai negeri/penyelenggara yang tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya (Pasal 
12C), alat bukti informasi dan dokumen (Pasal 26A), dan pembuktian terbalik oleh terdakwa 
(Pasal 37). 
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime)36 salah satu bentuk 
tindak pidana korupsi adalah gratifikasi yang diartikan sebuah pemberian dalam arti luas 
yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Dasar ataupun aturan tentang 
gratifikasi terdapat dalam pasal 12 b ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 
“setiap gratifikasi kepada pegawai negera dianggap pemberian suap, apabila 
berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. 
Pemberian hadiah (gratifikasi) yang diterima pegawai negeri/penyelenggara negara 
berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dapat mendorong terjadinya tindak 
pidana korupsi. 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK): 
Pasal 16: 
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi 
wajib melaporkan kepada KPK, dengan tata cara sebagai berikut: 
 a.  Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisis formulir sebagaimana   
                                               






 telah ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan   
 dengan gratifikasi. 
b. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat: 
1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi 
2. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara  
3. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi 
4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima dan 
5. Nilai gratifikasi yang diterima  
Dalam peraturan Undang-Undang di Indonesia masih belum terlalu jelas pemisahan 
antara perbuatan pidana suap dan perbuatan pidana gratifikasi karena perbuatan gratifikasi 
dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang 
menerima hadiah tersebut.37  
C. Sejarah Perkembangan Penuntut Umum 
Trias politica menurut Montesqieu adalah pemisahan kekuasaan negara menjadi 
beberapa fungsi yang saling berhubungan yaitu: 
 Eksekutif, merupakan lembaga yang melaksanakan Undang-Undang  
 Legislatif, merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah   
            kesewenang-wenangan raja atau presiden. 
 Yudikatif, mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga  
             negara yang menyimpang terhadap aturan hukum di negara  
  tersebut.38 
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Konsep ini dpengaruhi oleh tiran raja-raja bourbon yang melaksanakan kekuasaan 
sewenang-wenang. Montesqieu menginginkan susunan sistem pemerintahan yang adil dan 
menjamin hak-hak warga negaranya.   
Sedangkan John Locke berpendapat pemisahan kekuasaan negara menjadi: 
 Eksekutif, Sebagai pembuat Undang-Undang yang didalamnya juga dapat 
            mengadili. 
 Legilatif, Pembuat Undang-Undang dan Peraturan. 
 Federatif, Kekuasaan yang segala tindakannya bertujuan melindungi  
            negara dan menjaga hubungan dengan negara lain (aliansi). 
Prinsip kedaulatan rakyat yang terwujudkan dalam peraturan perundang-undangan 
tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan untuk 
menjamin tegaknya hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, 
prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan 
(separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution of power).39 
Proses pemisahan kekuasaan terutama dalam bidang yudikatif erat kaitannya dengan 
penegakan hukum. Seperti yang dikatakan plato, negara hukum adalah negara yang 
memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan.  
Beberapa pernyataan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan indonesia 
sebagai negara hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. 
Yudkatif secara luas dapat diartikan lembaga yang terdiri dari hakim, jaksa dan 
magistrat dan sebagainya yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. 
Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak 
berkuasa terutamanya polisi dalam menegakkan Undang-Undang.  
                                               






Proses pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP meliputi empat tahapan, yaitu 
tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pada 
tahap penyidikan, pemeriksaan tindak pidana dilakukan oleh pihak kepolisian, sedangkan 
pada tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum. 
Sedangkan untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi pada tahap 
penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh tiga instansi penegak hukum, yaitu POLRI, 
KPK dan Kejaksaan. Adapun fungsinya antara lain: 
1. Kepolisian (POLRI) 
  Peraturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menjelaskan tugas dari 
kepolisian mengatur tentang perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
   Pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat POLRI 
dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum moral maupun secara teknik 
profesi dan terutama Hak Asasi Manusia (HAM). 
  Mengenai POLRI yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden 
tentang arah kebijakan Kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan 
pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 
selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja POLRI 
sehingga kemandirian dan profesionalisme dapat terjamin. 
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
  Pemberlakuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berbunyi: 
  “Undang-Undang ini juga mengamantkan pembentukan Komisi  
    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam  
    Undang- Undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2  






    Yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 
    2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Dalam perjalanan pembentukan KPK terdapat beberapa dasar hukum yang 
menjadi pedoman diantaranya Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perppu 1/2015) 
ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Menjadi Undang-Undang (UU 10/2015). Pasal 6 Undang-Undang No. 
30 Tahun 2002 KPK mempunyai tugas: 
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi. 
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi. 
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak 
pidana korupsi. 
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.  
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. 
Pada pasal 7 berhubungan dengan pasal sebelumnya menjelaskan: 
1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak 
pidana korupsi. 
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak 
pidana korupsi. 
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana 






4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang 
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana 
korupsi. 
  Berdasarkan peraturan Undang-Undang fungsi dari KPK adalah 
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bersama-sama 
dengan instansi terkait. Asas kepastian hukum, keterbukaan, 
akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas merupakan asas 
yang dijadikan pedoman oleh KPK dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. 
3. Kejaksaan     
 Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman 
kerajaan Hindu-Buddha yaitu pada masa kerajaan Majapahit istilah dhyaksa, adhyaksa dan 
dharmmadhyaksa mengacu kepada posisi jabatan tertentu di kerajaan. Patih Gajahmada 
merupakan seorang adhyaksa.40 Sebelum adanya kekuasaan sentral yang menentukan tugas 
dan kewajiban untuk melaksanakan peradilan, maka tidak terdapat perbedaan antara 
pelaksanaan proses perkara perdata dan proses perkara pidana. Begitu pula dalam hal 
putusan hakim, agar seseorang dijatuhi pidana inisiatifnya bersifat perseorangan, yaitu dari 
pihak yang merasa dirugikan. Belanda memasukkan ke dalam Wetboek van Strafvoerdering 
dan Insland Reglement 1848 (KUHAP) yang kemudian diterapkan di Indonesia. 
Berdasarkan Osamu Keirei No. 3 Tahun 1942, Pasal 2 Kejaksaan (Kensatsu Kyoku) 
diberikan wewenang untuk menyidik kejahatan dan pelanggaran, menuntut perkara, 
                                               






menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal dan mengurus pekerjaan lain-lain 
yang wajib dilakukan menurut hukum41. 
Sistem penuntutan secara terbuka (accusatoir murni)  antara lain penuntutan 
kesalahan seseorang menjadi lebih sulit sebab yang bersangkutan segera akan mengetahui 
semua hal yang memberatkan dirinya, sehingga ia memiliki kesempatan untuk 
menghilangkan bukti-bukti. Selain itu, sifat perdata dari penuntutan tersebut menyebabkan 
pula seringkali tuntutan pidana tidak dilakukan oleh orang yang dirugikan, karena takut 
terhadap pembalasan atau ia tidak mampu mengungkapkan kebenaran tuntutannya.  
 Menurut asalnya tidak ada pembatasan dan campur tangan penguasa, melainkan 
kejahatan dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya 
menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelaku atau keluarganya. 
Konsep peradilan personal ini dapat ditemui pada perundang-undangan lama seperti Code 
Hamurabi (1900 SM), perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM) dan pada masyarakat 
Yunani Kuno seperti “curi sapi bayar sapi”. Konsep “pembalasan” ini juga terdapat pada 
Bible : “eye for eye”. Konsep kejahatan ini berkembang, yaitu perbuatan yang ditujukan 
pada raja seperti pengkhianatan, sedangkan  perbuatan yang ditujukan pada individu masih 
menjadi urusan pribadi. Dalam berjalannya waktu kemudian, kejahatan menjadi urusan raja 
(negara).42 Artinya, penegakan hukum bagi kejahatan menjadi urusan dan tanggung-jawab 
negara, dan tindakan main hakim sendiri tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena 
dianggap melanggar hukum. 
 Sejalan dengan perkembangan dan perubahan waktu maka baik kejahatan dan 
proses penuntutannya kemudian menjadi urusan raja atau negara sehingga perbuatan main 
hakim sendiri dilarang. Keadaan tersebut disebabkan, selain karena sulitnya mencari alat-
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alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan seseorang, sehingga banyak 
pelaku tindak pidana yang sebenarnya bersalah tetapi tidak dapat dijatuhi pidana, serta 
merupakan salah satu cara untuk mencegah berkembangnya konsep keadilan personal di 
dalam masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut, kemudian inisiatif penuntutan perkara 
pidana dari perseorangan diserahkan kepada suatu badan negara yang khusus diadakan 
untuk itu ialah Openbaar Ministriee atau Openbaar Aangklager atau yang dikenal sebagai 
Penuntut Umum. Sejak saat itu, suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan 
masyarakat, akhirnya dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentraman 
masyarakat dan bukan saja menyerang kepentingan pribadi seseorang saja. Tuntutan pidana 
bukanlah merupakan persoalan pribadi lagi, melainkan merupakan kepentingan umum  
karena itu segala penuntutan pidana haruslah pemerintah yang melakukan atas nama 
masyarakat. Dengan demikian, maka yang berhak melakukan tindakan penuntutan adalah 
aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang undang, seperti Jaksa dan 
Penuntut Umum hal ini diatur dalam KUHAP  dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004.  
D. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum 
Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dikemukakan, 
penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan. 
Menurut KUHAP Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang undang 
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi 







Hal ini menunjukkan, pengertian jaksa dan penuntut umum menurut KUHAP sama 
dengan pengertian jaksa dan penuntut umum menurut Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang Undang 
No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Selain itu, pengertian jaksa berhubungan dengan 
aspek jabatan, sedangkan pengertian penuntut umum berhubungan dengan aspek fungsi 
dalam melakukan suatu penuntutan.  
Di Indonesia, setelah berlakunya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
KUHAP maka Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penyidikan perkara 
tindak pidana umum, karena hal itu merupakan wewenang dari lembaga kepolisian dan 
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 
Dalam hubungan ini Andi Hamzah mengemukakan, dengan bertitik tolak dari optik 
tugas dan wewenang penuntut umum Indonesia menganut “sistem tertutup” artinya tertutup 
kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti 
incidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis 
yuridisnya.43 Lebih lanjut Andi Hamzah menyatakan, mungkin Indonesia satu-satunya 
negara di dunia menganut sistem tertutup demikian, dan juga pemisahan yang tajam antara 
penyidikan dan penuntutam. Menurut hasil penelitian penulis terhadap hukum acara pidana 
yang berlaku di berbagai negeri, tidak satupun yang menganut sistem ini. Amerika Serikat 
misalnya menganut sistem terbuka. Pada umumnya polisilah yang melakukan penyidikan, 
tetapi dalam hal-hal tertentu, jaksa atau public attorney dapat terjun langsung dalam 
penyidikan perkara. Namun, sebenarnya Indonesia tidak menganut secara murni sistem 
tertutup. Dalam hal tertentu dapat saja penyidikan dilakukan oleh pihak kejaksaan. 
Dalam praktek peradilan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) 
KUHAP beserta penjelasannya serta Pasal 32 huruf b Undang Undang No.5 Tahun 1991 
tentang Kejaksaan, maka terhadap perkara-perkara khususnya Tindak Pidana Ekonomi 
                                               






(Undang Undang No.7 Tahun 1955) dan Tindak Pidana Korupsi (Undang Undang No. 31 
Tahun 1999 jo Undang Undang No.20 Tahun 2001) masih dimungkinkan penyidikan 
dilakukan oleh Kejaksaan.44  
 
E. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum 
Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di 
bidang penegakan hukum berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
yang ditetapkan pemerintah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 
(1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa Kejaksaan 
Republik Indonesia adalah satu dan tidak terpisahkan sebagai lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan 
lain berdasarkan undang undang.   
Menurut Pasal 3 Undang Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, 
pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan 
Kejaksaan Negeri. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota 
negara dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. 
Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi daerah hukumnya meliputi wilayah 
propinsi dan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten Kota daerah hukumnya 
meliputi daerah Kabupaten dan Kota. Ketentuan di atas menunjukkan, Kejaksaan adalah 
lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum 
yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negeri yang ada di 
setiap Kabupaten dan Kota.   
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Susunan Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan 
Negeri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan, 
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul 
Jaksa Agung. 
Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terdapat istilah 
Jaksa dan Penuntut Umum. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Jaksa adalah 
pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai 
penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap serta wewenang lain berdasarkan undang undang.  
Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa 
yang diberi wewenang oleh Undang Undang ini untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim. 
Dengan demikian, Jaksa serta Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya juga terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan 
lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan, maka yang 
menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga kejaksaan tersebut telah 
ditetapkan dalam undang undang bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. 
Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah sebagai berikut: 
a. Warga negara Indonesia; 






c. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; 
e. Berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun; 
f. Sehat jasmani dan rohani; 
g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; 
h. Pegawai Negeri Sipil. 
Selain syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan, untuk  diangkat menjadi jaksa harus lulus 
pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa Syarat tata cara pelaksanaan pendidikan, 
pelatihan dan pembentukan jaksa ditetapkan Jaksa Agung. Kejaksaan melaksanakan fungsi, 
tugas dan wewenang terlepas dari pengaruh kekuasaan lain. Jaksa Agung bertanggung-
jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan 
hukum dan hati nurani serta merumuskan dan mengendalikan arah kebijakan penanganan 
perkara untuk keberhasilan penuntutan. 45 
Tugas dan wewenang Kejaksaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu tugas dan 
wewenang Kejaksaan secara umum serta tugas dan wewenang Kejaksaan secara khusus. 
Tugas dan wewenang secara umum diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan 
Pasal 34 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai berikut: 
Pasal 30: 
1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan penuntutan; 
                                               






b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap; 
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan 
pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat; 
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; 
e. melengkapi berkas perkara tertentu untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan 
sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik. 
2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, 
baik di dalam atau di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 
3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan 
kegiatan:  
a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
b. pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
c. pengawasan peredaran barang cetakan; 
d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; 
e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 
f.   penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 
Pasal 31: 
Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah 
sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak 
mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal yang dapat membahayakan orang lain, 







Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang Undang ini, Kejaksaan dapat 
diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang undang. 
Pasal 33: 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama 
dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. 
Pasal 34: 
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi 
pemerintah lainnya. 
Sedangkan tugas dan wewenang Kejaksaan secara khusus diatur dalam Pasal 35, 
Pasal 36 dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai 
berikut: 
Pasal 35: 
Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: 
a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang 
lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; 
b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan undang undang; 
c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; 
d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara 
pidana, perdata dan tata usaha negara; 
e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkaham Agung dalam 
pemeriksaan kasasi perkara pidana; 
f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah NKRI karena 







Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani 
perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan 
perawatan di luar negeri. 
Pasal 37: 
Jaksa Agung bertanggung-jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penjelasan   
      Tidak adanya hukum yang adil dalam kehidupan sosial politik di Indonesia ternyata 
mengakibatkan kerugian. Mulai dari korupsi yang telah dianggap biasa oleh masyarakat 
sampai gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pada prinsipnya Indonesia 
menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan juga merupakan sebuah negara hukum. Oleh 
karena itu, kejahatan maupun pelanggaran dalam hal apapun akan diberikan hukuman yang 
setimpal demi menciptakan generasi yang bersih dari korupsi. 
      Demi mewujudkannya, pemerintah melalui lembaga terkait dalam hal ini 
memberikan kewenangan khusus melalui Undang-Undang untuk menindak kasus yang 
menimbulkan kerugian negara.  
      Tugas dan fungsi dari penuntut umum adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelidikan 
merupakan tindakan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara 
yang diatur Undang-Undang untuk memastikan peristiwa yang terjadi merupakan tindak 
pidana.  
Apabila hasil penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara 
tersebut ditingkatkan ke penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, baik 
penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan maupun pemeriksaan surat-surat 
yang terkait dengan tindak pidana dan seorang yang telah diduga sebagai tersangka atau 
pelaku tindak pidana. 






 Hasil Laporan dari masyarakat. 
 Petugas menemukan uang tunai senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) 
di posko pemenangan Siti Masitha Soeparno dan Amir Mirza Hutagalung di 
perumahan Citra Bahari Tegal saat mengamankan sopir Amir bernama Manez 
dan Imam Mahrodi. Selanjutnya, Petugas menduga uang itu merupakan bagian 
dari gratifikasi Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang diambil Manez 
dari Kepala Bagian Keuangan RSUD Kardinah, Umi Hayatun. Sebelum 
membawa uang itu ke posko, Manez menyetor Rp 100.000.000 (seratus juta 
rupiah) dikirimkan ke rekening Amir masing-masing senilai Rp 50.000.000 
(lima puluh juta rupiah). Total pemberian uang dalam kasus ini mencapai Rp 
5.100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah) dengan rincian uang suap itu 
didapat dalam rentang waktu  bulan januari-agustus 2017 yaitu dari fee 
proyek-proyek yang didapatkan dilingkungan pemkot tegal sebesar Rp 
3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditambah Rp 1.600.000.000 
(satu miliar enam ratus juta rupiah) dari jasa pelayanan rumah sakit. Uang yang 
didapat akan digunakan membiayai kegiatan politik Siti Masitha Soeparno dan 
Amir Mirza Hutagalung di pilkada Kota Tegal tahun 2019.  
 Petugas melakukan penangkapan di 3 tempat berbeda. Pertama, petugas 
melakukan penangkapan Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno di rumah 
dinasnya di Tegal. Lalu, Petugas melakukan penangkapan Amir Mirza 
Hutagalung di Pluit, Jakarta. Selanjutnya, Petugas menangkap Wakil Direktur 
Keuangan RSUD Kardinah, Cahyo Supriadi, di Balikpapan.    
 
   






1. 30 Agustus 2017 - 18 
September 2018 
Melakukan perintah 
penahanan oleh Penyidik 
2. 19 September - 28 Oktober 
2017 
Masa penahanan 
diperpanjang oleh Penuntut 
Umum 
3. 29 Oktober  - 27 Nopember 
2017 
Masa penahanan 
diperpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Tipikor Semarang 
(ke-1)  
4. 28 Nopember - 23 Desember 
2017 
Masa penahanan 
diperpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Tipikor (ke-2) 
5. 22 Desember 2017 - 10 
Januari 2018 
Masa penahanan 
diperpanjang oleh Jaksa 
Penuntut Umum 
6. 8 Januari - 6 Februari 2018 Masa penahanan 
diperpanjang oleh Hakim 
Pengadilan Tipikor Semarang 
7. 7 Februari - 7 April 2018 Masa penahanan 
diperpanjang oleh Wakil 
Ketua Pengadilan Tipikor 
Semarang 
8. 8 April - 7 Mei 2018 Masa penahanan 
diperpanjang oleh Ketua 
Pengadilan Tinggi Semarang 
(ke-1) 
Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung 
 
B. Posisi Kasus 
  Nama Lengkap  : Siti Masitha Soeparno  
  Umur    : 53 Tahun 
  Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/10 Januari 1964 
  Jenis Kelamin   : Perempuan 
  Kebangsaan   : Indonesia 
  Tempat Tinggal  : Jln. Ki Gede Sebayu No. 12 Kota Tegal  
        Provinsi Jawa Tengah 
  Agama    : Islam 
  Pekerjaan   : Walikota Tegal Periode 2014-2019 
  Pendidikan   : SMA    
  Pada tahun 2014 atas usulan Amir Mirza Hutagalung Terdakwa 
mengangkat Cahyo Supriyadi menjadi Lurah Pekauman Kota Tegal dimana baru 7 
bulan lantas Cahyo Supriyadi diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan RSUD 
Kardinah Tegal. Untuk memperkuat posisi Cahyo Supriyadi dalam pencalonan 
Terdakwa dan Amir Mirza Hutagalung atas usulan Amir Mirza Hutagalung 
Terdakwa kemudian mengangkat Cahyo Supriyadi menjadi Wakil Direktur Umum 
dan Keuangan RSUD Kardinah sesuai Surat Keputusan Walikota Tegal 
821.2/073.K/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan 






Amir Mirza Hutagalung juga menunjuk Cahyo Supriyadi menjadi Koordinator Tim 
Landak bertugas mendukung pencalonan Terdakwa dan Amir Mirza Hutagalung 
sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tegal periode 2019-2024. 
  Sebagai kompensasi atas pengangkatan Cahyo Supriyadi menjadi Wakil 
Direktur Umum dan Keuangan RSUD Kardinah dan bentuk loyalitasnya sebagai 
Koordinator Tim Landak, Terdakwa sejak Desember 2016 sampai bulan Agustus 
2017 telah beberapa kali menerima uang dari Cahyo Supriyadi melalui Amir Mirza 
Hutagalung maupun melalui Sri Murni. Penerimaan tersebut sebagai berikut: 
a. Penerimaan uang yang bersumber dari dana jasa pelayanan kesehatan 
RSUD Kardinah Tegal seluruhnya sebesar Rp. 1.349.000.000 (satu miliar 
tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pada sekitar bulan Desember 2016 sebesar Rp. 94.000.000 (sembilan 
puluh empat juta rupiah). 
2. Pada tanggal 8 April 2017 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) 
3. Pada tanggal 25 Juni 2017 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah)  
4. Penemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang aturan Jasa 
Pelayanan (JP) di RSUD Kardinah yang tidak mempunyai payung 
hukum. 
5. Cahyo kemudian meminta bantuan Amir agar diuruskan Surat Keputusan 
Walikota yang digunakan sebagai payung hukum JP tetapi Amir meminta 
imbalan berupa uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 
dan Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)  
6. Atas permintaan tersebut Cahyo menyanggupinya sehingga pada tanggal 
5 Juni 2017 Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tegal 
Nomor 900/087/2017 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Kardinah. 
7. Setelah terbit SK tersebut Terdakwa melalui Amir menerima uang 
seluruhnya sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah). 
8. Pada tanggal 29 Agustus 2017 bertempat di RSUD Kardinah Tegal 
terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta 
rupiah). 
b. Penerimaan uang yang bersumber dari fee proyek-proyek pada RSUD 
Kardinah seluruhnya sebesar Rp. 1.587.000.000 (satu miliar lima ratus 
delapan puluh tujuh juta rupiah). Pada tahun 2017, RSUD Kardinah 
melaksanakan pengadaan antara lain: 
1. Pengadaan bedside monitor dengan dengan anggaran sebesar Rp. 
1.488.000.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta 
rupiah). 
2. Pengadaan ICU bed electric dengan anggaran sebesar Rp. 
2.834.000.000 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah). 
3. Pengadaan defribilator dengan anggaran sebesar Rp. 498.000.000 
(empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). 
4. Pengadaan ventilator dan humidfier dengan anggaran sebesar Rp. 
608.000.000 (enam ratus delapan juta rupiah). 
5. Pengadaan USG 4 D dengan anggaran sebesar Rp. 1.710.000.000 (satu 






6. Pengadaan autoclave mounted double door dengan anggaran sebesar 
Rp. 2.397.760.000 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh tujuh 
ratus enam puluh ribu rupiah). 
 Sekitar bulan Februari 2016 bersamaan dengan pelantikan Terdakwa 
sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tegal, Amir Mirza 
Hutagalung berkenalan dengan Saddat Faris seorang pengusaha di Kota Tegal. 
Dalam perkenalan itu Amir Mirza Hutagalung menyampaikan bahwa ia adalah 
orang dekat Terdakwa sehingga dapat membantu mendapatkan proyek di Kota 
Tegal baik melalui pelelangan umum maupun penunjukan langsung.  
 Pada tahun 2016 Saddat Faris mendapatkan pekerjaan pembangunan 
Sport Center Kota Tegal dengan anggaran sebesar Rp. 16.000.000.000 (enam belas 
miliar rupiah) dan Terdakwa mendapatkan fee melalui Amir Mirza Hutagalung 
seluruhnya sebesar Rp. 2.287.590.000 (dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh 
lima ratus sembilah puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 
1. Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) diterima di SPBU Cikini 
Jakarta. 
2. Sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) diterima di sebuah 
cafe di Kemang Jakarta. 
3. Sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) diterima 
secara bertahap. 
4. Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) diterima melalui 
rekening atas nama Dedi Hartono. 
5. Sebesar Rp. 187.590.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus 
sembilan puluh ribu rupiah). 
6. Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) diterima melalui 
Herawaty. 
7. Sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui 
transfer rekening atas nama Taufik. 
Untuk pekerjaan tahun 2017 yang dikerjakan oleh Saddat Faris baik 
pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal dan paket 
kegiatan di RSUD Kardinah Tegal Terdakwa menerima uang dari Saddat Faris 
seluruhnya sebesar Rp. 3.574.733.000 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat 
tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pada bulan Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) 
sebagai bantuan dana kepada La Ode Abdul Rauf. 
2. Pada bulan Februari 2017 sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh 
lima juta rupiah). 
3. Sebesar Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
4. Sebesar Rp. 7.006.500 (tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah). 
5. Pada bulan Februari 2017 bantuan batik kepada LPMK Kota Tegal 
sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). 
6. Sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 
7. Sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 
8. Sebesar Rp. 250.120.000 (dua ratus lima puluh juta seratus dua puluh 
ribu rupiah). 
9. Pada bulan Maret 2017 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 
10. Pada bulan Maret 2017 sebesar Rp. 36.805.600 (tiga puluh enam juta 
delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah). 






12. Pada bulan Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh kuta 
rupiah). 
13. Pada bulan April sebesar Rp. 930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh 
juta rupiah). 
14. Pada bulan Mei 2017 sebsar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta 
rupiah). 
15. Pada bulan Juni sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 
16. Pada bulan April 2017 sebesar Rp. 91.800.000 (sembilan puluh satu 
juta delapan ratus ribu rupiah). 
17. Pembelian 3 (tiga) unit mobil sebesar Rp. 67.000.000 (enam puluh 
tujuh juta rupiah) dan biaya bengkel sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas 
juta rupiah) pada tahun 2017. 
18. Pada bulan Mei 2017 sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). 
19. Uang sebesar Rp. 97.250.000 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
20. Uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). 
21. Dana menyatuni anak yatim piatu pada bulan Ramadhan sebesar Rp. 
20.000.000 (dua puluh juta rupiah). 
22.  Makanan KFC untuk santunan anak yatim piatu pada bulan Ramahan 
sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). 
23. Pembelian 400 sarung untuk diberikan kepada pondok pesantren atas 
nama Amir Mirza Hutagalung sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta 
rupiah). 
24. Pembelian mukena sebanyak 200 potong yang diberikan kepada 
pondok pesantren atas nama Amir Mirza Hutagalung dan Siti Masitha 
Soeparno sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). 
25. Pembelian makanan untuk buka bersama partai Nasdem sebesar Rp. 
7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). 
26. Pembelian 200 paket parsel yang akan dibagikan kepada Garda 
Nasdem atas nama Amir Mirza Hutagalung sebesar Rp. 20.000.000 
(dua puluh juta rupiah). 
27. Pembelian seragam Garda Nasdem sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh 
juta rupiah). 
28. Pembayaran biaya pelantikan Nasdem Brebes sebesar Rp. 100.000.000 
(seratu juta rupiah). 
29. Pembelian 400 paket beras 5 Kg sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh 
enam juta rupiah). 
30. Pembelian AC Panasonic untuk disumbangkan ke masjid atas Amir 
Mirza Hutagalung sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). 
31. Pembelian 2 unit sepeda gunung untuk disumbangkan ke NU atas nama 
Amir Mirza Hutagalung sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). 
32. Uang untuk keperluan Amir Mirza Hutagalung sebesar Rp. 10.000.000 
(sepuluh juts rupiah). 
33. Dana untuk keperluan Amir Mirza Hutagalung pada bulan Ramadhan 
sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). 
Bahwa sebagai kompensasi atas pengangkatan Sugiyanto sebagai 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal. Terdakwa 






1. Pada tanggal 23 Maret 2017 bertempat di rumah Dinas Walikota 
Tegal Terdakwa melalui Sri Murni menerima uang dari sugiyanto 
sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). 
2. Pada bulan Juli 2017 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta 
rupiah). Bertempat di ruang kerja Amir Mirza Hutagalung pada 
Rumah Dinas Walikota Tegal sebagai hasil setoran bulan April – 
Juni 2017. 
3. Menerima uang sebsar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang 
diterima melalui Imam Permana yang diberikan setiap bulan sebesar 
Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari bulan april – Juni 2017. 
Nomor Jumlah Keterangan 
1. Rp 2.936.000.000 Penerimaan uang dari Cahyo Supriyadi seluruhnya. 
2. Rp. 5.862.323.000 Penerimaan uang dari Sadat Faris seluruhnya. 
3. Rp. 95.000.000 Penerimaan uang dari Sugiyanto seluruhnya. 
Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung 
C. Keterangan Saksi dan Barang Bukti 
1. Saksi Cahyo Supriyadi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, memberikan keterangan 
dalam BAP tanpa tekanan, telah membubuhkan tanda tangan, dan 
keterangan yang saksi sampaikan BAP benar keterangan saksi. 
 Bahwa saksi dimintai keterangan dihadapan KPK dalam kapasitas sebagai 
saksi. 
 Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kaitannya dengan 
perkara atas nama terdakwa Siti Masitha Soeparno. 
 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. 
 Bahwa terdakwa dilantik sebagai Walikota Tegal pada sekitar bulan Maret 
2014. 
 Bahwa setelah itu saksi diberikan tawaran oleh Amir Mirza Hutagalung 
sebagai Camat di Wilayah Kota Tegal tetapi saksi menolaknya karena dirasa 
belum pas dalam pangkat dan pengalaman sehingga apabila diperkenankan 
saksi meminta agar ditempatkan saja dalam jabatan Lurah karena 
sebelumnya saksi  pernah menjabat sebagai Lurah maka permintaan saksi 
tersebut dikabulkan dan saksi menjadi Lurah di Pekauman. 
 Bahwa yang melantik saksi sebagai Lurah adalah Terdakwa. 
 Bahwa setelah saksi menjadi Lurah selanjutnya saksi ditawari oleh Amir 
Mirza Hutagalung untuk memilih jabatan yang diinginkan tetapi karena 
saksi bingung aknirnya Amir Mirza Hutagalung memberikan tawaran 
sebagai Kabag Keuangan RSUD Kardinah dan saksi menerimanya. 
 Bahwa yang melantik saksi sebagai Kabag Keuangan adalah Terdakwa. 
 Bahwa setelah menjabat sebagai Kabag Keuangan saksi kemudian diangkat 






 Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan 
RSUD Kardinah terdapat uang Jasa Pelayanan (JP) yang telah direalisasikan 
sebelumnya. 
 Terdapat temuan BPK yang mendaptkan bahwa uang JP RSUD Kardinah 
tidak memiliki payung hukum. Berupa SK yang diterbitkan Kepala Daerah. 
 Saksi dan pihak RSUD Kardinah melakukan konsultasi dengan Amir Mirza 
Hutagalung untuk mengurus terbitnya SK Walikota. 
 Bahwa Amir Mirza Hutagalung merupakan repesentasi Terdakwa. 
 Bahwa terkait jabatan-jabatannya di Pemerintahan Kota Tegal saksi 
mendapatkannya melalui Amir Mirza Hutagalung. 
 Terkait terbitnya JP terdapat permintaan uang dari Amir Mirza Hutagalung 
sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 
 Bahwa setelah itu amir juga meminta uang bulanan dari rumah sakit sebesar 
Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi yang dapat saksi 
ralisasikan sebes 
 Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). 
 Bahwa penyerahan dilakukan di Posko pemenangan. 
 Posko pemenangan digunakan oleh Terdakwa dan Amir Mirza Hutagalung 
sebagai tempat pemenangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal 
2019. 
 Bahwa saksi juga terkadang ikut berkumpul di posko pemenangan. 







01. 1 (satu) bundel Pengangkatan Cahyo 
Supriyadi sebagai Wakil Direktur 
Umum dan Keuangan Rumah Sakit 
Umum Daerha Kardinah yang terdiri 
dari: 
- 1 (satu) lembar asli Petikan 
Keputusan Walikota Tegal 
Nomor: 821.2/073.K/2016 
tanggal 23 Desember 2016. 
- 1 (satu) lembar asli surat 
Pernyataan Masih Menduduki 
Jabatan Nomor: 
821.2/080/2016 tanggal 20 
Desember 2016. 
- 1 (satu) lembar asli Surat 
Pernyataan Pelantikan 
Nomor: 821.2/018/2016 







Dalam Jabatan Struktural 
Di Lingkungan 




Cahyo Supriyadi sebagai 
Wakil Direktur Umum 
dan Keauangan RSUD 








                                               







- 1 (satu) lembar asli surat 
Pernyataan Melaksanakan 
Tugas Nomor: 
821.2/019/2016 tanggal 30 
Desember 2016. 
- 1 (satu) lembar asli Berita 
Acara Pengangkatan Sumpah 
Jabatan Nomor: 821.2/017 
tanggal 27 Desember 2017. 
- 1 (satu) lembar asli Pakta 
Integritas tanggal 27 
Desember 2017. 
Wakil Direktur Umum 
dan Keuangan RSUD 
Kardinah Kota Tegal. 
 
Tentang pernyataan 
Cahyo Supriyadi sebagai 
Wakil Direktur Umum 
dan Keuangan RSUD 
Kardinah Kota Tegal. 
 
Tentang Pengangkatan 
Cahyo Supriyadi sebagai 
Wakil Direktur Umum 
dan Keuangan RSUD 
Kardinah Kota Tegal. 
Tentang Pernyataan 
Cahyo Supriyadi. 
11. 3 (tiga) lembar asli Keputusan 
Walikota Tegal Nomor: 
900/087/2017 tanggal 5 Juni 2017. 
Tentang Jasa Pelayanan 
Pada Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah 




12. 2 (dua) lembar asli (tanda tangan 
basah) Keputusan Direktur RSUD 
Kardinah Nomor: 188.4/157.I/2017 
tanggal 12 Juni 2017. 
Tentang Tata Cara 
Pembagian Dan 
Mekanisme Pemberian 






40. 1 (satu) bundel Catatan Tulisan 
Tangan yang terdiri dari: 
- 1 (satu) lembar asli Catatan 
Tulisan Tangan yang terdapat 
tulisan “Bakhi 5, Aj 3, Dir 10, 
Wadir 8”. 
- 1 (satu) lembar asli Catatan 
Tulisan Tangan yang terdapat 
tulisan “2,3 (Auto clave)”. 
- 1 (satu) lembar asli Catatan 
Tulisan Tangan yang terdapat 
tulisan “Bedside. 110.000 x 
10”. 
- 1 (satu) lembar tulisan asli 









terdapat tulisan “USG. 1,4 x 
11,5% = 161.000.000”. 
- 1 (satu) lembar asli Catatan 
Tulisan Tangan yang terdapat 
tulisan “Vent 6.586.827.730”. 
1 (satu) lembar asli Catatan Tulisan 
Tangan yang terdapat tulisan 
“Ambulan, USG, Instrumen”.  
41. 3 (tiga) lembar kertas putih bergaris 
terdapat tulisan tangan tinta hitam 





Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung 
2. Saksi Sadat Faris, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, memberikan keterangan 
dalam BAP tanpa tekanan, telah membubuhkan tanda tangan dan bahwa 
keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar keterangan 
saksi. 
 Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik KPK dalam kapasitas 
sebagai saksi. 
 Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi terkait perkara yang 
melibatkan Terdakwa Siti Masitha Soeparno. 
  Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Siti Masitha Soeparno. 
 Bahwa saksi merupakan seorang pemilik perusahaan (pengusaha)/rekanan 
di Kota Tegal. 
 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak pelantikan PMI dan waktu itu 
Terdakwa sudah dilantik/menjabat sebagai Walikota Tegal. 
 Bahwa saksi kenal dengan Amir Mirza Hutagalung sejak pelantikan PMI di 
Hotel Forenti. 
 Bahwa saat Amir Mirza Hutagalung memperkenalkan dirinya sebagai orang 
ring satu di Wilyah Kota Tegal, Amir Mirza Hutagalung juga 
memperkenalkan dirinya sebagai sepupu Terdakwa, selain itu Amir Mirza 
Hutagalung juga menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya dapat 
membantu saksi untuk mendapatkan pekerjaan atas proyek-proyek yang 
saksi minati. 
 Bahwa proyek-proyek di Kota Tegal yang saksi minta kepada Amir Mirza 
Hutagalung sebagai berikut: 
Proyek tahun 2016: 
- Proyek persiapan lahan pada Sport Center I pada dinas PUPR 
- Proyek pengurugan Sport Center II pada dinas PUPR 
- Proyek pembangunan gedung kecamatan Margadana pada dinas 
PUPR 
- Proyek pembangunan revitmen Pantai Alam Indah pada dinas PUPR 
- Proyek pembangunan CSSD RSUD Kardinah 
- Proyek pembangunan ruang laboratorium sekolah Akper Kota Tegal 






Proyek tahun 2017: 
- Proyek pembangunan gedung ICU RSUD Kardinah 
- Proyek pembangunan kelurahan Bandung Kota Tegal pada dinas 
PUPR 
- Proyek pembangunan pasar pejambon pada dinas Pasar 
- Proyek pekerjaan lingkungan hidup TPA pada dinas Lingkungan 
Hidup 
 Bahwa sejak saat itu saksi meyakini bahwa Amir Mirza Hutagalung benar 
sebagai orang ring satu di Kota Tegal dan mempunyai kedekatan hubungan 
dengan Terdakwa karena selama saksi meminta proyek kepada Amir Mirza 
Hutagalung maka proyek yang dberikan oleh Amir Mirza Hutagalung 
tersebut saksi selalu menang.47  
Nomor 
BB 
Barang Bukti Tanggapan 
Saksi 
61. 1 (satu) lembar printout sesuai aslinya Daftar Nomor Rekening 
yang terdiri dari 14 (empatbelas) nama pemilik rekening. 
Saksi 
mengetahui 
62. 1 (satu) lembar prinout Daftar Pekerjaan terdiri dari 7 (tujuh) 
nama perusahaan, Nama Pekerjaan dan Tahun Anggaran. 
Saksi 
mengetahui 
63. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat dari Pemerintah 
Kota Tegal Nomor: 050/115 tanggal 18 Juli 2017 perihal 
Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan 
Pembangunan Pasar Pejambon. 
Saksi 
mengetahui 
Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung 
3. Saksi Amir Mirza Hutagalung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai 
berikut: 
 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Siti Masitha Soeparno tetapi tidak 
ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Siti Masitha Soeparno. 
 Saksi kenal dengan Terdakwa Siti Masitha Soeparno di Plaza Indonesia 
Jakarta saat itu saksi sebagai Caleg DPR-RI dari Partai NASDEM. 
 Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi menyarankan kepada Terdakwa 
agar mencalonkan diri sebagai Walikota Tegal saat itu dan akhirnya 
memang Terdakwa mencalonkan diri sebagai Walikota Tegal. 
 Bahwa terdakwa pada tahun 2013 Terdakwa menjadi Calon Walikota 
tahun 2013 berpasangan dengan Nur Sholeh dimana saksi menjadi ketua 
tim suksesnya. 
 Bahwa Terdakwa kemudian terpilih dan dilantik sebagai Walikota Tegal 
pada tanggal 23 Maret 2014. 
 Bahwa setelah dilantik saksi tetap diminta oleh Terdakwa untuk 
membantu Terakwa memberikan masukan agar Kota Tegal menjadi 
lebih baik, membantu Terdakwa dalam pekerjaan Terdakwa sebagai 
Walikota untuk menaikan PAD Kota Tegal. 
 Bahwa kenal dengan semua pejabat eselon 2 setingkat Kadis karena 
diperkenalkan oleh Terdakwa dalam acara tidak resmi kemudian saksi 
juga sering bertemu dengan mereka. 
                                               






 Bahwa dalam pertemuan SKPD pernah ada perkataan Terdakwa bahwa 
“apa perkataan Saksi adalah perkataan Terdakwa”. “Apa yang 
disampaikan Saksi adalah sama dengan yang Terdakwa sampaikan”. 
 Bahwa saksi kenal dengan Cahyo Supriyadi setelah pelantian Terdakwa 
sebagai Walikota, saat itu Cahyo Supriyadi menjabat sebagai Lurah. 
 Bahwa saksi kemudian mengusulkan kepada Terdakwa agar Cahyo 
Supriyadi dipromosikan menjadi Kasi di Dinas Pasar dan dietujui oleh 
Terdakwa dakn keluar Sknya. Bahwa kemudian saksi juga mengusulkan 
kepada Terdakwa agar Cahyo Supriyadi dipromosikan menjadi Kabag 
Keuangan di RSUD Kardinah kemudian disetujui oleh Terdakwa dan 
keluar Sknya. Bahwa kemudian Saksi juga mengusulkan kepada 
Terdakwa agar Cahyo Supriyadi diangkat menjadi Plt Wadir Keuangan 
dan Umum RSUD Kardinah lalu didefinitikan, atas usulan saksi tersbut 
juga disetujui Terdakwa dan keluar SK untuk Cahyo Supriyadi sebagai 
Wadir Keuangan dan Umum RSUD Kardinah. 
 Bahwa meskipun saksi bukan PNS tetapi suaranya didengar oleh 
Terdakwa. 
 Bahwa kemudian Terdakwa dengan saksi membentuk tim sukses atau 
kemenengan yang diketuai oleh Ahmad Firdaus Ketua Nasdem Kota 
Tegal, kemudian tim suskses tersebut dilantik dan dikukuhkan oleh 
Terdakwa di Rumah Dinas Walikota. 
  Bahwa terkait uang penerbitan SK Walikota untuk payung hukum JP, 
awalnya pada bulan Mei 2017 Cahyo Supriyadi menemui saksi di posko 
pemenangan di Perumahan Citra Bahari Tegal, menyampaikan ada 
petunjuk BPK agar ada payung hukum SK BPK kemudian saksi minta 
tolong agar dipercepat proses Sknya, lalu Cahyo Supriyadi 
menyampaikan ada uangnya sebesar Rp. 250.000.000 atas tawaran 
tersebut saksi meminta kalau bisa Rp. 500.000.000 dan ternyata 
disanggupi oleh Cahyo Supriyadi. 
 Bahwa kemudian ada juga uang dari Cahyo Supriyadi sehubungan fee 
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kardinah dimana atas komunikasi 
antara saksi dengan Cahyo Supriyadi sepakat fee yang harus diberikan 
kepada saksi sebesar 10% dari nilai kontrak. Adapun besarnya fee yang 
saksi terima dari Cahyo Supriyadi sehubungan pengadaan alkes yaitu 
Rp. 300.000.000 lebih. 
 Bahwa selain itu saksi terima dari sadat faris pengusaha di Tegal saksi 
membantu Sadat Faris mendapatkan proyek di Pemkot Tegal dengan 
cara memberikan informasi pengadaan di Kota Tegal. Dan saksi 
mengkomunikasikan dengan Pejabat Pengadaan di Kota Tegal. 
 Bahwa saksi pernah membicarakan dengan Terdakwa tentang Dana 
DAK sebesar Rp. 26.000.000.000 untuk Kota Tegal yang rencananya 
akan digunakan Pembangunan Pasar di Dinas Pasar kemudian karena 
DEDnya belum ada maka agar dana tersebut dipindah ke Dinas PU. 
 Bahwa penerimaan uang dari Cahyo Supriyadi sebesar Rp. 
1.125.000.000 saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa 
demikian tersebut juga penerimaan dari Sadat Faris sekitar Rp. 
2.300.000.000 saksi juga tidak melaporkan kepada Terdakwa demikian 
juga uang yang saksi terima daRI Sugiyanto sebesar Rp. 65.000.000.000 






Rp. 25.000.000 dari Sugiyanto saksi berikan kepada Terdakwa melaui 
Sri Murni.48  
Nomor 
BB 
Barang Bukti Keterangan Tanggapan 
Saksi 
10. 1 (satu) Map Badan Layanan Umum 
Daerah RSUD Kardinah Kota Tegal 
No..... 2017 
Tentang Jasa Pelayanan 
pada Pola Pengelolaan 
keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah RSUD 
Kardinah Tegal dan 1 








40.` 1 (satu) bundel Catatan Tlisan Tangan 
yang terdiri dari: 
- 1 (satu) lembar asli Catatan 
Tulisan Tangan yang terdapat 
tulisan “Bakhi 5, Aj 3, Dir 10, 
Wadir 8”. 
- 1 (satu) lembar asli Catatan 
Tulisan Tangan yang terdapat 
Tulisan Tangan “2,3 (Auto 
Clave). 
- 1 (satu) lembar asli tulisan 
Catatan Tangan yang terdapat 
tulisan “Bedside 110.000.000 x 
10.” 
- 1 (satu) lembar asli Catatan 
Tulisan Tangan yang terdapat 
tulisan “Vent 6.586.827.730.” 
- 1 (satu) lembar asli Catatan 
Tulisan Tangan yang terdapat 






41. 3 (tiga) lembar kertas putih bergaris, 
terdapat tulisan tangan tinta hitam 






82. 1 (satu) lembar print out berjudul 






83. 1 (satu) lembar print out berjudul 
RINCIAN Periode 7/2/2017 s/d 





                                               






323. Uang senilai Rp. 950.000.000 yang 
telah disetor ke rekening penampungan 
uang sitaan KPK pada bank Mandiri 
RPL 175KPK UTK PDT Nomor: 
1240029969996 pada tanggal 21 
Desember 2017 dengan pengirim atau 





324. 1 (satu) unit Mobil Suzuki JB 420-
Grand Vitara berwarna merah atas 
nama Abdul Karim nomor rangka 
MHYJTE54V7J-701172 nomor mesin 
J20AID-202755, No.Pol BK 1795 HN 
dan satu buah kunci beserta: 
Surat Tanda Nomor 
Kendaraan (STNK) 
Mobil Suzuki JB 420 – 
Grand Vitara atas nama 
Abdul Karim, Tahun 
Pembuatan 2007, nomor 
rangka MHYJTE54V7J-
701172, nomor mesin 
J20AID-202755, No. Pol 





325. 1 (satu) unit Mobil Nissan Frontier 
2.5 A/T (Double Cab) berwarna Abu-
Abu atas nama M. Suhenda Paradinata 
Tahun Pembuatan 2007 nomor rangka 
MNTVCUD40Z0-002604, No.Pol BK 
88116 QQ nomor mesin YD25-
048546T dan satu buah kunci beserta: 
Surat Tanda Nomor 
Kendraan Bermotor 
(STNK) Mobil Nissan 
Frontier 2.5 A/T (Double 
Cab) berwarna Abu-Abu 
atas nama M. Suhenda 
Paradinata Tahun 
Pembuatan 2007 nomor 
rangka 
MNTVCUD40Z0-
002604, No.Pol BK 8116 






326. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 
Warna Hitam Nopol BK – 1168 – 
KA beserta: 
- 1 (satu) buah 
STNK  Mobil 
Toyota Fortuner 
2.4 VRZ 4 x 2 
AT nomor polisi: 
BK 1168 KA. 
- 1 (satu) buah 










327. 1 (satu) unit mobil Kijang Innova 
warna Putih BK 1168 AM Tahun 
Pembuatan 2015 nomor rangka 
MHFXR42GBF0031502 nomor mesin 
Surat Tanda Nomor 
Kendaraan  
Atas nama Amir Mirza 
Hutagalung, SE., Mobil 










2KD-U690366 dan ! (satu) buah 
dompet hitam berikut kunci beserta: 
Putih BK 1168 AM 
Tahun Pembuatan 2015 
nomor rangka 
MHFXR42GBF0031502, 
nomor mesin 2KD – 
U690366. 
328. 1 (satu) unit Mobil Merk Chevrolet 
Tahun 1980 type LUV DSL/KBD40 
warna noon stone nomor polisi H 166 
JP nomor rangka KBD40949550200 
nomor mesin 516570 beserta 2 (dua) 
buah anak kunic bertuliskan 
“TORICA” dan “N1874” beserta:  
Satu buah Surat Tanda 
Nomor Kendaraan 
Bermotor nomor 
0139465 atas Mobil 
Merk Chevrolet Tahun 
1980 Type LUV 
DSL/KBD40 warna noon 
stone nomor polisi H 
1663 JP nomor rangka 
KBD40949550200 
nomor mesin 516570 






Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung 
4. Saksi Sugiyanto, pada pokoknya memerikan keterangan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik KPK, memberikan 
keterangan dalam BAP tanpa tekanan, telah membubuhkan tanda 
tangan dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar 
keterangan saksi. 
 Bahwa saksi dimintai keterangan dihadapan penyidik KPK dalam 
kapasitas sebagai saksi. 
 Bahwa saksi dimintai sebagai saksi dalam kaitannya dengan perkara 
atas nama terdakwa Siti Masitha Soeparno. 
 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. 
 Bahwa saksi memanggil Amir Mirza Hutagalung dengan sebutan 
“mas”. 
 Bahwa benar selaku Walikota Tegal dipanggil dengan panggilan “Ibu”. 
 Bahwa ketika Terdakwa dilantik Walikota Tegal, saat itu jabatan saksi 
adalah sebagai Kepala Kantor Lingkungan Hidup. 
 Bahwa sekitar tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Tegal. 
 Bahwa saksi kenal secara lebih dekat dengan Amir Mirza Hutagalung 
setelah saksi dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Tegal. 
 Bahwa saksi pernah dipanggil Terdakwa, saat itu Terdakwa 
mengatakan kepada Saksi bahwa segala hal yang disampaikan Amir 
Mirza Hutagalung merupakan representasi perintah Terdakwa. 
 Bahwa beberapa proyek(di Dinas Pekerjaaan Umum pada prosese 
lelang) yang pernah saksi menangkan untuk Sadat Faris atas perintah 
Amir Mirza Hutagalung sebagai berikut:   
                                               






- Paket pogram peningkatan saluran sekunder/jaringan DIT 
Muarareja yang dikerjakan oleh CV Tegal Keminclong. 
- Paket program pembangunan dinding pengaman pantai 
(revertmen) yang dikerjakan oleh CV Duta Indonesia. 
- Paket program paket 1 pembangunan trotoar alun-alun cs yang 
dikerjakan oleh PT. Bintang Arummas Terbaik. 
- Paket program pembangunan gedung kelurahan Bandung yang 
dikerjakan oleh PT. Martoloyo Putra Bahari. 
 Bahwa saksi memenangkan Sadat Faris dalam proses lelang atas 
proyek-proyek tersebut dengan cara menyampaikan kepada pihak 
Pokja bahwa proyek tersebut adalah untuk diberikan kepada Sadat 
Faris atas perintah dari Amir Mirza Hutagalung dan saksi dalam hal ini 
selalu memantau perkembangan dari proses lelang tersebut. 
 Bahwa sepengetahuan saksi, Sadat Faris merupakan Kontraktor Kota 
Tegal. 
 Bahwa Amir Mirza Hutagalung pernah meminta uang kepada saksi 
dengan alasan karena Terdakwa membutuhkannya untuk biaya 
pengamanan ketika Terdakwa ke Jakarta. Saat itu uang tersebut saksi 
bungkus kemudian saksi titipkan kepada Asisten Rumah Tangga 
Walikota Tegal yang bernama Sri Murni. Seingat saksi uang tersebut 
lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000.000 s/d Rp. 30.000.000 untuk 
Terdakwa pada Tahun 2017. 
 Bahwa selain itu saksi juga pernah diminta oleh Amir Mirza 
Hutagalung untuk memberikan uang bulanan kepada yang 
bersangkutan sebesar Rp. 10.000.000 setiap bulannya. 
 Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada Amir Mirza 
Hutagalung selama kurang lebih 4 atau 5 bulan. 
 Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000 tersebut kepada Amir 
Mirza Hutagalung terhitung sejak bulan April s/d Juli 2017. 
 Bahwa pemberian uang oleh saksi kepada Amir Mirza Hutagalung baik 
yang dititipkan melalui Sri Murni maupun Imam totalnya sekitar Rp. 
65.000.000.50 
5. Saksi Sri Murni, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penydik KPK, memberikan 
keterangan dalam BAP tanpa tekanan, telah mebubuhkan tanda tangan 
dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP adalah benar 
keterangan saksi. 
 Bahwa saksi dimintai keterangan dihadapan penyidik KPK dalam 
kapasitas sebagai saksi. 
 Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kaitannya dengan 
perkara atas nama Siti Masitha Soeparno. 
 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa. 
 Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan 
dengan terdakwa. 
 Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum yang 
bersangkutan menjabat/dilantik sebagai Walikota Tegal. 
                                               






 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Amir Mirza Hutagalung di 
Posko Pemenangan pada saat proses kampanye. 
 Bahwa pada saat proses kampanye saksi diminta oleh Terdakwa untuk 
membantu dirumah dinas Walikota Tegal. 
 Bahwa ketika Terdakwa telah dilantik/menjabat sebagai Walikota 
Tegal saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjadi asiste rumah tangga 
yang bersangkutan. 
 Bahwa saksi mendapat gaji dari Pemkot sebagai tenaga honorer 
dirumah dinas Walikota Tegal dan saksi juga mendapat tambahan 
penghasilan yang diberikan langsung oleh Terdakwa. 
 Bahwa Terdakwa bertempat tinggal dirumah dinas Walikota Tegal. 
 Bahwa Terdakwa dan Amir Mirza Hutagalung mempunyai rencana 
untuk mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tegal 
dan untuk pencalonan tersebut sudah ada kegiatan sosialisasi yang 
dilakukan Terdakwa dan Amir Mirza Hutagalung. 
 Bahwa saksi lebih banyak standby dirumah dinas Walikota Tegal. 
 Bahwa saksi pernah menerima pemberian berupa barang dari 
Sugiyanto, tetapi saksi tidak tahu jenis barang tersebut karena 
Sugiyanto tidak memberitahukannya kepada saksi. 
 Bahwa barang tersebut dititipkan oleh Sugiyanto kepada saksi untuk 
diserahkan kepada Terdakwa. 
 Bahwa saksi pernah menerima transfer uang dari Amir Mirza 
Hutagalung sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp 15.000.000  
 Bahwa saksi pernah menerima pemberian dalam bentuk kotak sepatu 
dari Amir Mirza Hutagalung yang tidak saksi ketahui isi didalamnya. 
 Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mempunyai hubungan keluarga 
dengan Amir Mirza Hutagalung. 
 Bahwa setelah saksi menerima titipan uang dari Amir Mirza 
Hutagalung yang ditransfer ke rekening milik saksi kemudian saksi 
melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa. 
 Bhawa terdapat ruangan yang digunakan dirumah dinas Walikota Tegal 
yang digunakan oleh Amir Mirza Hutagalung muntuk melakukan 
rapat-rapat dengan para pejabat Pemkot Tegal. 
 Bahwa benar transferan tersebut ke rekening saksi. 
 Bahwa benar saksi pernah mentransfer uang Rp. 10.000.000 atas 
perintah Terdakwa ke rekening Akhbari Cinthya Berliani. 
 Bahwa saksi pernah menerima uang dari seseorang yang bernama Nur 
Effendi berjumlah Rp. 30.000.000 secara tunai di Kantor Nur Effendi 
di TP2T tetapi saksi lupa perihal waktunya. 
 Bahwa Nur Effendi menyerahkan uang tersebut langsung kepada saksi. 
 Bahwa uang tersebut ditempatkan Nur Effendi dalam amplop coklat. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Nur Effendi. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui bersumber darimana uang yang 
diserahkan Nur Effendi kepada saksi. 
 Bahwa setelah saksi menerima uang dari Nur Effendi kemudian uang 
tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa. 
 Bahwa sepengetahuan saksi keterkaitan antara Terdakwa dan Nur 






 Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembelian properti yang 
dilakukan oleh Terdakwa. 
D. Dakwaan dan Tuntutan  
1. Menyatakan  Terdakwa SITI MASITHA SOEPARNO telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam 
Dakwaan pertama melanggar Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa SITI MASITHA 
SOEPARNO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama 
Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda 
sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 
pengganti selama 6 (enam) bulan. 
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa SITI MASITHA SOEPARNO 
berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan 
berdasarkan perundang-undangan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Terdakwa 
selesai menjalani pidana penjara. 
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa: (BB No. 1 s/d 373) 
5. Menetapkan uang sebesar Rp 85.280.700 (delapan puluh lima juta dua ratus 
delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa melalui 
Meby Ranesopa ke Rekening Penampungan KPK pada tanggal 20 Desember 2017 
dirampas untuk negara. 
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). 
P E R T A M A  
 
-----------------Bahwa Terdakwa SITI MASITHA SOEPARNO selaku Walikota Tegal 
Periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 133.33-787 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Tegal 
Propinsi Jawa Tengah bersama Amir Mirza Hutagalung (dilakukan penuntutan secara 
terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan 
Desember 2016 sampai Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu 
yang masih dalam Tahun 2016 dan 2017 bertempat di Posko Pemenangan Siti Masitha 
Soeparno-Amir Mirza Hutagalung yang terletak diperumahan Citra Bahari Kota 
Tegal, di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tegal Jalan KS Tubun Nomor 4 Kota 
Tegal dan dirumah Dinas Walikota Tegal Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Tegal atau 
setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang 
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau 
turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian 
rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah 
yaitu menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp. 8.893.323.000 (delapan 
miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus duapuluh tiga ribu rupiah) 
melalui Amir Mirza Hutagalung dan Sri Murni, padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 






sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Kardinah, pengangkatan 
Sugiyanto sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal 
dan berhubungan dengan penerbitan Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 
900/087/2017 tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah serta hubungan dengan 
proyek-proyek Pemerintah Kota Tegal yang dikerjakan Saddat Faris yang 
bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Walikota Tegal sebagaiman 
dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
I. Penerimaan uang dari Cahyo Supriyadi seluruhnya sebesar Rp. 
2.936.000.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah). 
a. Penerimaan uang yang bersumber dari dana jasa pelayanan 
kesehatan RSUD Kardinah Tegal seluruhnya sebesar Rp. 
1.349.000.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta 
rupiah). 
b. Penerimaan uang yang bersumber dari fee proyek-proyek pada 
RSUD Kardinah seluruhnya sebesar Rp. 1.587.000.000 (satu miliar 
lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). 
II. Penerimaan uang dari Sadat Faris atas pekerjaan di Pemerintah Kota 
Tegal Tahun Anggaran 2016 dan 2017 seluruhnya sebesar Rp. 
5.862.323.000 (lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus 
dua puluh tiga ribu rupiah). 
III. Penerimaan uang dari Sugiyanto (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota Tegal) sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima 
juta rupiah). 
------------Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Amir Mirza Hutagalung 
sebagaimana diatur dalam dan diancam dalam pidanan menurut Pasal 12 huruf b 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat ke-1 
KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP :------------------------------------------------------------  
 
A T A U 
 
K E D U A  
 
-----------Bahwa Terdakwa Siti Masitha Soeparno selaku Walikota Tegal Periode 
2014-2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
131.33-787 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Tegal Propinsi 
Jawa Tengah bersama Amir Mirza Hutagalung (dilakukan penuntutan secara terpisah) 
pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Desember 
2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
tertentu yang masih dalam tahun2016 dan 2017 bertempat di Posko Kemenangan Siti 
Masitha Soeparno-Amir Mirza Hutagalung yang terletak di Perumahan Citra Bahari 
Kota Tegal di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal Jln. KS Tubun 
Nomor 4 Kota Tegal dan di rumah Dinas Walikota Tegal Jln. Ki Gede Sebayu Nomor 






daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang 
yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan 
atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, 
menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 
8.893.323.000 (delapam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua 
puluh tiga ribu rupiah) melalui Amir Mirza Hutagalung dan Sri Murni, padahal 
diketahui patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena 
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu 
Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena 
kekuasaan atau kewenangan Terdakwa sebagai Walikota Tegal atau menurut Cahyo 
Supriyadi, Saddat Faris dan Sugiyanto uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan 
Terdakwa sebagai Walikota Tegal yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
- Pada bulan Nopember 2013 pasangan Terdakwa yang berpasangan dengan 
Nur Sholeh dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tegal 
terpilih menjadi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tegal, yang 
kemudian tanggal 23 Maret 2014 mereka dilantik Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 131.33-787 Tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 
tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Tegal Propinsi Jawa Tengah dan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republk Indonesia Nomor 133.33-788 
Tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil 
Walikota Tegal Propinsi Jawa Tengah. 
- Bahwa dalam proses Pilkada Terdakwa menunjuk Amir Mirza Hutagalung 
sebagai Ketua Tim Sukses atau Ketua Tim Pemenangan sehingga setelah 
Terdakwa dilantik menjadi Walikota Tegal, Amir Mirza Hutagalung masih 
ditugaskan oleh Terdakwa untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawab Terdakwa sebagai Walikota Tegal, dimana sejak awal 
Terdakwa juga menugaskan Amir Mirza Hutagalung yang berhubungan 
dengan kontraktor dan para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 
- Untuk meyakinkan para pegawai dan pejabat di lingkungan Pemkot Tegal, 
Terdakwa kemudian memperkenalkan Amir Mirza Hutagalung kepada 
seluruh pejabat OPD Kota Tegal dalam pertemuan formal maupun informal 
sekaligus menyampaikan bahwa apa yang dikatakan Amir Mirza Hutagalung 
adalah representasi dirinya. 
- Selain diperkenalkan dalam pertemuan itu, Terdakwa juga beberapa kali 
mengajak Amir Mirza Hutagalung menghadiri proses pembahasan dan 
perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kota Tegal seperti 
mengikuti rapat pembahasan Anggaran bersama OPD dan mengurus Dana 
Alokasi Khusus Kota Tegal. 
- Sebagai bentuk bantuan tugas-tugas Walikota Tegal, Terdakwa menugaskan 
Amir Mirza Hutagalung untuk mengkondisikan lelang yang ada di Pemkot 
Tegal dan mempercayakan pula kepada Amir Mirza Hutagalung terkait 
promosi dan mutasi jabatan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota 
Tegal. 
- Pada akhir tahun 2016, Terdakwa dan Amir Mirza Hutagalung berencana 
mencalonkan diri sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tegal 
periode 2019-2024 dimana untuk sosialisasi atas rencana pencalonan mereka, 
dibentuklah Tim Landak yang terdiri dari pejabat Kota Tegal yang selama ini 






Pemenangan Siti Masitha Soeparno-Amir Mirza Hutagalung yang terletak di 
Perumahan Citra Bahari Kota Tegal. 
- Untuk biaya sosialisasi termasuk mencari dukungan partai politik, Terdakwa 
menyerahkan sepenuhnya kepada Amir Mirza Hutagalung dimana sebagai 
realisasi dari kesepakatan itu Amir Mirza Hutagalung kemudian atas seijin dn 
sepengetahuan Terdakwa telah menerima uang baik untuk kepentingan 
pembiayaan sosialisasi pencalonan maupun untuk kepentingan Terdakwa 
serta untuk kepentingan Amir Mirza Hutagalung, dengan rincian sebagai 
berikut: 
I. Penerimaan uang dari Cahyo Supriyadi seluruhnya sebesar Rp. 
2.936.000.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta 
rupiah). 
II. Penerimaan uang dari Sadat Faris atas Pekerjaan di Pemerintah 
Kota Tegal Tahun Anggaran 2016 dan 2017 seluruhnya  sebesar 
Rp 5.862.323.000 (lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta 
tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah). 
III. Penerimaan uang dri Sugiyanto (Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kota Tegal) sebesar Rp. 95.000.000 
(sembilan puluh lima juta rupiah). 
-----------Perbuatan Terdakwa sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 
Ayat 1 KUHP.  
 
E. Amar Putusan  
 
M E N G A D I L I  
 
1. Menyatakan Terdakwa Siti Masitha Soeparno terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “Secara bersama-sama dan 
Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf b 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentag Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 
Pasal 55 Ayat 1 ke-1 dan Pasal 64 Ayat 1 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana tehadap Terdakwa Siti Masitha Soeparno tersebut dengan 
Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 
tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. 
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 






4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan. 
5. Memerintahkan barang bukti dikemblikan kepada Penutut Umum untuk 
dipergunaka dalam perkara lain atas nama Amir Mirza Hutagalung. 
6. Menetapkan uang sebesar Rp. 85.280.700 (delapan puluh lima juta dua ratus 
delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa melalui 
Meby Ranesopa ke Rekening Penampungan KPK pada tanggal 20 Desember 2017 
dirampas untuk negara. 
7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh 
ribu lima ratus rupiah). 
 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 
16 April 2018 oleh kami Antonius Widijantono, S.H, sebagai Ketua Majelis 
Hakim, Sulistyono, S.H, dan Hakim ad hoc Agoes Priyadi, S.H, masing-masing 
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 23 
April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim 
tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh 
Ribut Dwi Santoso, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi  tersebut dengan dihadiri oleh Fitroh Rochcahyanto dkk Jaksa Penuntut 
Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa didampingi Tim 
Penasehat Hukumnya. 
 
Hakim-Hakim Anggota       Hakim Ketua 
  
        Ttd      Ttd 
 
   SULISTYONO, S.H.   ANTONIUS WIDIJANTONO, S.H.  
 
        Ttd 
 






RIBUT DWI SANTOSO, S.H. 
 
F. ANALISIS KASUS 
1. Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah Undang-   
Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: 
 “Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap 
pemberian suap, apabila berhubungan dengan Jabatannya dan berlawanan dengan 






 Korupsi menurut Jack Bologne Gone Theory menjelaskan bahwa faktor 
penyebabnya adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan. 
Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku 
korupsi. Menurut pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas perubahan 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian 
uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. 
Robert Klitgaard berpendapat bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku yang 
menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk 
memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi, keluarga 
dekat, dan kelompok. Melihat dari Rechtelijke werkelijkheid (kenyataan hukum) 
Perbuatan terdakwa menerima pemberian hadiah yang berhubungan dengan 
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban termasuk dalam tindak pidana korupsi 
berupa gratifikasi. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai 
Negeri adalah ASN sebagai profesi dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. Pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 3 
Tahun 1971 pasal 2 merupakan pegawai negeri atau orang-orang yang menerima 
gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah 
dari suatu badan-badan hukum yang menerima bantuan keuangan negara atau 
daerah. Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 atas perubahan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1974 pasal 1 angka 1 menjelaskan pegawai negeri adalah 
setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 






undangan yang berlaku. Pengertian penyelenggara negara dirumuskan dalam pasal 
2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih 
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) penyelenggara negara 
meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada 
Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara lain sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pejabat lain yang memiliki 
fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa sebagai subyek 
hukum adalah seorang PNS yang menjabat sebagai Kepala Daerah melalui 
sumpahnya yang dilaksanakan saat pelantikan sebagai Walikota Tegal bersama 
dengan pasangannya pada waktu itu. Terdakwa menerima suap melalui Amir 
Mirza Hutagalung yang diberikan dari berbagai pihak diantaranya adalah Jasa 
Pelayanan (JP) RSUD Kardinah lalu fee dari proyek-proyek di lingkungan 
Pemerintahan Kota Tegal. Suap dengan nilai total lebih dari Rp. 8.000.000.000.000 
(delapan miliar rupiah) terbongkar setelah adanya laporan tentang penyelewengan 
dana untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok di Pemerintahan Kota Tegal. 
 
2. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 
1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut 
melakukan perbuatan itu  
  Hukum memiiki kaitan erat dengan moral yang berlaku di masyarakat 
terutama penerapannya yang harus selalu berdasarkan pada logika dan hati nurani.  
Hukum merupakan sumber dari segala aturan yang ada di Indonesia untuk 






setiap penerapan aturan selalu memliki konsekuensi yang dipandang mutlak 
sebagai salah satu syarat terjadinya tindak pidana. locus delicti dalam kasus 
gratifikasi yang terjadi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang juga 
ditemukan bukti-bukti terjadinya tindak pidana gratifikasi. R.Soesilo berpendapat 
“orang yang turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” 
setidaknya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang 
yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Jadi untuk terpenuhinya 
unsur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP diperlukan adanya dua orang atau lebih yang 
melakukan peristiwa pidana sampai pada perbuatan pelaksanaan. Penyertaan 
(deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang 
sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut 
dalam tindak pidana tersebut.51 KUHP menjelaskan bentuk tindak pidana 
penyertaan sebagai berikut: 
 Para pembuat    (dader) 
 Yang melakukan  (pleger)  
 Yang menyuruh melakukan (doen pleger) 
 Yang turut melakukan   (mede pleger)  
Dana kesehatan pada awalnya berbentuk Jasa Pelayanan (JP) yang diperuntukkan 
hasilnya bagi karyawan RSUD Kardinah sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan. 
Namun pada kenyataanya, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK 
ditemukan kejanggalan yaitu tidak adanya payung hukum terhadap JP yang 
diterima oleh  RSUD Kardinah. Payung hukum yang dimaskud berbentuk Surat 
Keputusan (SK) Walikota yang membuat pihak RSUD Kardinah mengutus Cahyo 
                                               
51 Loebby Loqman,  Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, Jakarta:   Universitas Tarumanegara 






Supriyadi untuk membahas masalah tersebut dengan Walikota. Melalui kedekatan 
hubungan antara Cahyo dan Amir lalu dicapailah kata sepakat tentang payung 
hukum tersebut tetapi ada harga yang harus dibayar pihak RSUD Kardinah kepada 
Amir yaitu uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan setoran rutin 
perbulan sebesar Rp 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta rupiah) dalam 
keterangan saksi banyak yang menyebutkan bahwa Amir Mirza Hutagalung adalah 
orang kepercayaan Terdakwa karena apa yang dikatakan Amir adalah perkataanya 
juga. 
3. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan 
atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang 
sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika 
berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling 
berat”. 
 Peraturan didalam KUHP: 
 Perbarengan peraturan  (Concursus Idealis)  Pasal 63 
 Perbuatan berlanjut (Delictum Continuantum) Pasal 64 
 Perbarengan perbuatan  (Concursus Realis)  Pasal 65-71  
Ada dua kelompok pandangan mengenai persoalan consurcus: 
 Yang memandang sebagai masalah pemberian pidana Hazewingkel-
Suringa. 







 Menurut rumusan KUHP sebenarnya tidak ada definisi mengenai concursus 
demikian dari rumusan pasal-pasal diperoleh pengertian sebagai berikut: 
- Concursus Idealis pasal 63 suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu 
aturan pidana. 
- Ada perbuatan berlanjut apabila pasal 64 seseorang melakukan beberapa 
perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian 
rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. 
  Hazewingkel-Suringa berpendapat apabila suatu perbuatan sudah 
memenuhi suatu rumusan delik mau tidak mau (eoipso) masuk pula dalam 
peraturan pidana lain dalam hal ini concursus idealis. Pompe menyatakan apabila 
orang melakukan konkrit yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda 
atau obyek aturan hukum. Taverine concursus terjadi apabila dipandang dari 
sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau lebih. Antara perbuatan-perbuatan 
itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain. Didalam pasal 64 ayat 1  
terdapat sistem absorbsi yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat 
selain itu ukuran lainnya dari adanya perbuatan berlanjut adalah bahwa perbuatan 
tersebut haruslah yang sejenis. Jadi, beberapa perbuatan yang dimaksud seperti 
halnya pencurian dan pencurian, penganiayaan dan penganiayaan, korupsi dan 
korupsi. Hasil putusan  pidana dalam perkara gratifikasi di lingkungan Pemkot 
Tegal berbeda dari tuntutan Jaksa dimana menurut Joko Hermawan mengatakan 
Siti Masitha Soeparno menerima suap Rp. 500.000.000 melalui rekan dekatnya 
Amir Mirza Hutagalung dari total Rp. 7.100.000.000 lebih. Suap tersebut 
bersumber dari Wakil Dirut RSUD Kardinah Tegal, Cahyo Supriyadi, Kepala 






Suap tersebut berasal dari berbagai hal seperti uang hasil operasional RSUD 
Kardinah hingga pengadaan alat kesehatan serta uang proyek strategis dan uang 
suap jabatan. Joko Hermawan mengatakan soal pencabutan hak politik tidak 
dikabulkan karena dinilai tidak memiliki alasan yang kuat. “(pencabutan hak 
politik) tidak sampai karena tidak ada alasan kuat. kami akan mempertimbangkan 
dan kaji lagi termasuk dengan pengurangan vonis kami kaji juga berdasar barang 
buktinya”.52 




Pasal 12B ayat 1 UU Nomor 
31 Tahun 1999 jo UU 
Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
 
a. Unsur “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila 
berhubungan dengan jabatannya berlawanan dengan 










Pasal 55 Ayat (1) Kitab 
Undang-undang Hukum 





Pasal 64 Ayat (1) Kitab 
Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) tentang 
Perbuatan pidana berlanjut 
a. Unsur “Dihukum sebagai orang yang melakukan 
peristiwa pidana: 
1.  Orang yang melakukan yang menyuruh 
melakukan turut serta melakukan perbuatan itu” 
 
a. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun 
masing-masing merupakan kejahatan atau 
pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana 
jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat 
ancaman pidana pokok yang paling berat” 
Sumber: Data sekunder yang diolah.   
 
 
                                               
52 https://www.teras.id/news/pat-2/54105/wali-kota-tegal-siti-masitha-divonis-5-tahun-penjara, diakses pada 






Setelah menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diangkat 
dalam skripsi berjudul “Problematika Mendasar Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak 
Pidana Korupsi  Tentang Gratifikasi (Studi Putusan No.01/Pid.sus-TPK/2018/PN 
Semarang) maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penuntut umum merupakan penegak hukum yang bertugas melakukan 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan di Indonesia.  
2.  Penulis mengangkat kasus Gratifikasi Dana Kesehatan dan Pengadaan Barang 
Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kota Tegal Tahun 2017 kasus ini melibatkan 
beberapa orang yang salah satunya adalah Kepala Daerah.  
3. Secara keseluruhan dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Korupsi merupakan 
bahaya laten yang ada di Indonesia.  
B. Saran 
1. Perlunya pemahaman dan pengetahuan hukum sedari dini kepada masyarakat terlebih 
fenomena kejahatan yang terjadi belakangan ini semakin mengkhawatirkan. 
2. Perlunya perhatian pemerintah sebagai pendukung berjalannya hukum sebagai dasar 
negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.  
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